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ABSTRAK  

  

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. 

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan 

sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan 

hakim diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat 

memperoleh kepastian hukum.  

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui disparitas pidana 

dalam putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan 

Negeri Demak. Untuk mengetahui  yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di 

Pengadilan Negeri Demak.  

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi 

penelitian deskriptif analisis. Jenis dan Sumber Data menggunakan data primer dan 

sekunder. Metode Pengumpulan Data menggunakan wawancara, penelitian 

kepustakaan dan studi dokumen. Adapun lokasi dan subyek penelitian adalah di 

Pengadilan Negeri Demak dengan Analisis Data menggunakan analisis Kualitatif 

yaitu mengambil kesimpulan dari pendapat para ahli / responden dikaitkan dengan 

kajian-kajian secara ilmiah.   

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Disparitas Pidana Dalam Putusan 

Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Demak 

dari kedua putusan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi 

pidana dan tindakan  pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan 

sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang 

diajukan ke lembaga legislatif tersebut. Pengaruh yang paling menonjol adalah 

keberagaman jenis dan bentuk sanksinya. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam 

Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 

Di Pengadilan Negeri Demak maka hakim Pengadilan Negeri Demak menerapkan 

pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan hakim tersebut 

memiliki dasar pembenaran yang jelas.Karena itu tidak selalu dan tidak semua 

disparitas pidana dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis 

dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan 

pedoman yang jelas, objektif, dan transparan.  

  

Kata Kunci  :  Disparitas Pidana, Putusan, Tindak Pidana, Pencurian Dengan 

Kekerasan  
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ABSRACT  

  

  

Judges in deciding cases often occur criminal disparities. The existence of a 

judge's decision or commonly referred to as a court decision is very necessary to 

resolve criminal cases. With the judge's decision, it is hoped that the parties in a 

criminal case, especially the defendant, can obtain legal certainty.  

The aims of this research are: To find out the criminal disparity in the decision 

on the crime of theft with violence at the Demak District Court. To find out what is 

the basis for judges' considerations in imposing criminal decisions in the crime of 

theft with violence at the Demak District Court.  

The research method uses a sociological juridical approach, descriptive 

analysis research specifications. Types and Sources of Data using primary and 

secondary data. Data collection methods using interviews, library research and 

document studies. The location and subject of the research is at the Demak District 

Court with data analysis using qualitative analysis, namely drawing conclusions 

from the opinions of experts/respondents associated with scientific studies.  

The results of the study concluded that the criminal disparity in the verdict on 

the crime of theft with violence in the Demak District Court from the two decisions, 

it cannot be denied that the problem of determining criminal sanctions and actions 

at the legislative policy stage, the formulation of sanctions provisions is heavily 

influenced by concepts or draft laws submitted to the legislature. The most 

prominent influence is the diversity of types and forms of sanctions. Basic 

Considerations of Judges in Imposing Criminal Decisions in the Crime of Theft with 

Violence at the Demak District Court, the Demak District Court judges apply a 

sentence that is in accordance with the rule of law, and the judge's considerations 

have a clear justification basis. Because of that not always and not all criminal 

disparities are considered wrong and distorted with juridical, sociological and 

philosophical aspects. What is important when a judge applies a sentence must use 

clear, objective and transparent guidelines.  

  

Keywords: Criminal Disparity, Verdict, Crime, Theft with Violence  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal ini ditegaskan dalam 

Pasal 1 Ayat 3 Perubahan Keempat UUD 1945 yang menyatakan: “Negara 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”. dinyatakan. Indonesia, 

sebagai negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum, menganut 

sistem kedaulatan atau yurisdiksi hukum. Dalam sistem ini, hukum mempunyai 

otoritas tertinggi di negara ini, dan ciri-ciri khusus dari supremasi hukum 

ditemukan dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Terdapat peradilan yang 

bebas dan adil serta diakui adanya hak asasi manusia,  

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut prinsip bahwa sanksi pidana 

terhadap pelaku kejahatan dijatuhkan secara dinamis dan bukan statis. 

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan aplikasi 

yang menimbulkan pertanyaan mengenai penghapusan, mitigasi, dan 

pemberatan kejahatan. Misalnya, fakta bahwa Pasal 362 KUHP 

memberikan ancaman pidana lima tahun penjara bagi pencuri, tidak berarti 

hakim harus menjatuhkan hukuman lima tahun penjara. Hukuman penjara 

lima tahun dapat dikurangi atau diperpanjang. Atau bahkan mungkin 

pelakunya tidak dihukum.1  

  

UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 

adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum akan 

selalu melindungi hak asasi manusia. Dengan menjamin perdamaian di antara 

masyarakat kita dan berdiri di hadapan hukum tanpa kecuali. Sebagai negara 

hukum, Indonesia idealnya menganut sistem kedaulatan hukum di atas 

 
1 I Gede Widhiana Suarda, 2012, Hukum Pidana: Materi penghapus, Peringan dan Pemberat 

Pidana, Bayumedia Publishing, Malang Pemberat Pidana, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 2.  
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supremasi hukum. Artinya hukum mempunyai kewenangan tertinggi di negara 

tersebut.2  

Se$bagai ne$gara hu$ku$m, Indone$sia me$nganu$t be$be$rapa prinsip pe$nting, 

te$rmasu$k asas pradu$ga tak be$rsalah. Asas ini me$nyatakan bahwa ``Tidak 

se$orang pu $n yang didakwa, ditangkap, ditahan, didakwa, dan/atau$ diadili di 

mu$ka pe$ngadilan, tidak be$rsalah sampai dinyatakan be$rsalah be$rdasarkan 

pu$tu$san pe$ngadilan dan me$mpu$nyai ke$ku$atan hu$ku$m te$tap.''3  

Disparitas pe$radilan pidana se$ringkali mu$ncu$l ke$tika hakim me$mu$tu$s 

su$atu$ pe$rkara. Disparitas hu$ku$man te$rjadi ke$tika hu$ku$man yang be$rbe$da 

dijatu$hkan u$ntu$k ke$jahatan yang sama. Pe$mahaman ini me$nu$nju$kkan bahwa 

pe$rbe$daan pe$radilan pidana mu$ncu$l kare$na hu$ku$man yang dijatu$hkan be$rbe$da 

te$rhadap ke$jahatan se$ru$pa. Hu$ku$man ini te$ntu$ saja me$ru$pakan hu$ku$man yang 

dijatu$hkan ole$h hakim ke$pada pe$laku$ su$atu$ tindak pidana, dan pe$ran hakim 

dapat dikatakan sangat pe$nting dari su$du$t pandang u$ntu$k me$mpe$rje$las 

ke$tidakse$taraan hu$ku$man.4  

Me$nu$ru$t U$ndang-U$ndang Ke$ku$asaan Ke$hakiman, hakim me$mpu$nyai 

ke$mampu$an u$ntu$k me$ne$gakkan hu$ku $m se$cara mandiri dan tidak te$rikat pada 

pre$se$de$n atau$ ke$pu$tu$san hakim se$be$lu$mnya dalam kasu$s se$ru $pa. Pe$ne$gakan 

pidana yang dijatu$hkan ole$h hakim haru$s me$ncaku$p rasa ke$adilan, ke$pe$ntingan 

 
2 Yulya Neta, 2011, Hukum ilmu Negara, Universitas Lampung, Lampung. hal. 2.  
3  Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2012, Sistem Peradilan Pidana DiIndonesia, Lembaga 

penelitian Universitas Lampung, Lampung, hal. 81.  
4  Muladi & Barda Nawawi Arief, 1948, Teori-teori dan kebijakan pidana, Cetakan kedua, 

Bandung, hal. 52.  
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dan ke$pastian hu$ku$m di masyarakat se$hingga dapat me$nghasilkan pu$tu$san 

yang te$rbaik bagi pe$laku$ dan korban ke$jahatan. 

Ke$ku$asaan ke$hakiman me$ru$pakan pe$doman bagi hakim u$ntu$k me$mbe$ntu$k 

le$mbaga pe$radilan yang mandiri se$bagaimana dimaksu$d dalam Pasal 24 ayat 

(1) U$U$D 1945. “Pe$radilan adalah ke$ku$asaan inde$pe$nde$n u$ntu$k 

me$nye$le$nggarakan pe$radilan de$mi pe$me$liharaan hu$ku$m dan ke$adilan,” 

pe$me$rintah me$ne$gaskan. Pasal 1 U$ndang-U$ndang Nomor 48 Tahu$n 2009, 

“Pe$radilan adalah ke$ku$asaan ne$gara yang me$rde$ka u$ntu$k me$nye$le$nggarakan 

hu$ku$m de$mi te$gaknya hu$ku$m dan ke$adilan be$rdasarkan Pancasila, dalam 

rangka pe$laksanaan hu$ku$m Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia.”.  

Te$ntu$nya dalam me$njatu$hkan pidana, hakim se$lain landasan hu$ku$m 

(positif) ju$ga me$mpe$rtimbangkan nilai-nilai ke$manu$siaan, asas ke$manfaatan, 

e$fe$ktivitas pe$laksanaan pidana, dan pe$ru$bahan pe$rilaku $ yang akan 

me$nimbu$lkan e$fe$k je$ra pasca ke$lu$arnya dari le$mbaga pe$masyarakatan.5  

Dalam me$njatu$hkan hu$ku$man, hakim tidak hanya me$mpe$rtimbangkan 

ke$te$ntu$an pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan yang be$rlaku$, te$tapi ju$ga nilai-nilai 

ke$manu$siaan, asas ke$manfaatan, e$fe$ktifitas e$kse$ku$si, pe$ru$bahan pe$rilaku$ yang 

me$mbe$rikan e$fe$k je$ra, dan lain-lain. E$fe$knya mu$ncu$l se$te$lah kalimat se$le$sai. 

Se$bab, jika aspe$k ini tidak dipe$rhatikan maka akan me$nimbu$lkan 

ke$tidakpastian dan ke$tidakadilan dalam pe$laksanaan hu$ku $man. Hal ini 

 
5  Wahyu Nugroho, 2021, Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan 

Pemberatan, Jurnal Yudisial, Vol.5, No.3, hal. 262.  
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tampaknya te$rjadi pada hu$ku$man yang tidak se$tara u$ntu$k ke$jahatan yang sama. 

Inilah yang dise$bu$t de$ngan ju$dicial disparity atau$ disparitas pe$radilan pidana.  

Me$nu$ru$t Harkristu$ti Harkrisnowo disparitas pidana dapat te$rjadi dalam 

be$be$rapa  kate$gori yaitu$:6   

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama  

2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang me$mpu$nyai tingkat ke$se$riu$san 

yang sama  

3. Disparitas pidana yang dijatu$hkan ole$h satu$ maje$lis hakim  

4. Disparitas antara pidana yang dijatu$hkan ole$h maje$lis hakim yang be$rbe$da 

u$ntu$k tindak pidana yang sama.  

Me$nu$ru$t Halkistu$ti Halkrisnowo, ke$timpangan pidana dalam pe$ne$gakan 

hu$ku$m di Indone$sia se$makin me$ningkat dan te$ru$s be$rlanju$t. Dalam pe$ne$gakan 

hu$ku$m di Indone$sia, te$rdapat pe$rbe$daan tidak hanya pada tindak pidana yang 

sama, namu$n ju$ga pada tingkat ke$se$riu$san tindak pidana dan pe$nilaian hakim, 

te$rgantu$ng apakah pe$rkara yang sama be$rada pada tingkat yang sama atau$kah 

pada tingkat yang be$rbe$da. Re$alitas se$pu$tar me$ningkatnya ke$se$njangan ini 

me$nciptakan ke$se$njangan dalam lingku$ngan hu$ku$m.  

Pe$rbe$daan pu$tu$san pe$ngadilan me$nimbu$lkan pe$rmasalahan bagi 

pe$ne$gakan hu$ku$m. Se$lain me$nimbu $lkan pe$rbe$daan dan ke$se$njangan dalam 

siste$m pe$radilan pidana, yang me$ru$pakan bagian dari ke$be$basan hakim dalam 

me$njatu$hkan hu$ku$man, hal ini ju$ga me$nimbu$lkan ke$tidakpu$asan bagi te$rpidana 

 
6 Harkristuti Harkrisnowo.2003,“Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu  Gugatan  

Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, dalam majalah KHN Newsletter, hal. 28  
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dan masyarakat se$cara ke$se$lu$ru$han. Hakim mu$ngkin me$nganggap tidak adil 

u$ntu$k me$njatu$hkan hu$ku$man pidana kare$na me$skipu$n ke$jahatan yang 

dilaku$kan sama, pe$laku$ yang be$rbe$da me$ne$rima hu$ku$man yang be$rbe$da. Hal 

ini diu$ngkapkan ole$h Mu$ladi dan Barda Nawawi Alie$f.:   

``Se$orang narapidana yang, se$te$lah me$mbandingkan hu$ku$man, me$rasa 

bahwa dirinya te$lah me$njadi korban dari tindakan pe$radilan akan me$njadi 

narapidana yang tidak me$nghormati hu$ku$m, me$skipu$n pe$nghormatan 

te$rhadap hu$ku$m adalah salah satu$ tu$ju$an hu$ku$man.'' Hal ini Hal ini sangat 

proble$matis dan me$ru$pakan wu $ju$d ke$gagalan siste$m dalam me$ncapai 

ke$adilan yang se$tara dalam su $pre$masi hu$ku$m, se$kaligu $s me$le$mahkan 

ke$pe$rcayaan masyarakat te$rhadap siste$m administrasi pe$radilan pidana. 

Jika pe$rbe$daan-pe$rbe$daan ini tidak dise$le$saikan, maka yang tidak dapat 

diharapkan adalah mu$ncu$lnya de$moralisasi dan pe$nolakan te$rhadap 

re$habilitasi di kalangan narapidana yang kasu$snya le$bih parah 

dibandingkan narapidana lain dalam kasu$s se$ru$pa.”7  

  

Pu$tu$san hakim bisa me$njadi barome$te$r situ$asi hu$ku$m Indone$sia. Hakim 

me$mainkan pe$ran pe$nting dalam prose$s pe$radilan pidana, me$mastikan 

ke$amanan, ke$adilan, dan manfaat bagi se$mu$a pihak. Sama halnya de$ngan 

pe$ne$litian ini, pe$nu$lis me$nye$lidiki dan me$nganalisis pu$tu$san hakim dalam 

Pe$rkara Pidana Nomor 182/Pid. B/2022/PN Dmk dan Ke$pu$tu$san Nomor 

240/Pid. B/2023/PN Dmk te$ntang pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan.  

Ke$banyakan pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan dilaku$kan ole$h se$orang diri atau $ 

ke$lompok, dan masing-masing pe$laku$ me$mpu$nyai pe$ran dan tanggu$ng jawab 

yang be$rbe$da. Akibat dari pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan atau$ pe$ncu$rian de$ngan 

ancaman ke$ke$rasan dapat me$nimbu$lkan lu$ka ringan dan be$rat se$rta 

me$ngakibatkan ke$matian, se$hingga me$nimbu$lkan ke$ru$gian mate$ril dan psikis 

 
7  Muladi,Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-teori dan kebijakan pidana,Cetakan kedua,  

Bandung, hal 54  
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di samping ke$ru$gian fisik bagi korban. Jika tidak te$rjadi maka te$rgolong 

pe$langgaran ringan. Pasal 365 KU$HP me$ngatu$r be$be$rapa hu $ku$man pe$njara 

te$rgantu$ng pada pe$nde$katannya. Apabila prose$s pe$radilan be$rjalan be$rdasarkan 

asas ke$adilan, maka pe$midanaan dapat dise$bu$t se$bagai e$kspre$si ke$adilan 

pidana; se$baliknya pe$midanaan me$ru$pakan u$paya u$ntu$k me$njaga hu$ku$m 

pidana su $bstantif dan me$nciptakan ke$te$rtiban, ke$amanan, ke$adilan, dan 

ke$pastian hu$ku$m.8  

Pe$mbahasan me$nge$nai disparitas pu$tu$san hakim be$rkaitan de$ngan tindak 

pidana pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan yang dipu$tu$skan ole$h Pe$ngadilan Ne$ge$ri 

De$mak te$rhadap te$rdakwa. Pada hake$katnya ke$du$a te$rdakwa be$rsalah 

me$laku$kan pe$ncu$rian de$ngan pe$nganiayaan yang me$ru$gikan orang lain dan 

ke$du$anya dije$rat de$ngan pasal yang sama, yaitu$ Pasal 365(1) dan (2). Te$rdakwa 

divonis 2 tahu$n 6 bu$lan dan 1 tahu$n 9 bu$lan pe$njara.  

Be$rdasarkan latar be$lakang yang dipaparkan ole$h pe$nu$lis di atas maka 

pe$nu$lis me$ngambil ju$du$l yaitu$ Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara  

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Demak.  

  

B.  Rumusan Masalah   

Be$rdasarkan latar be$lakang masalah yang te$lah diu$raikan diatas maka 

ditarik pokok-pokok pe$rmasalahan se$bagai be$riku$t:  

1. Bagaimana disparitas pidana dalam pu$tu$san pe$rkara tindak pidana 

pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan di Pe$ngadilan Ne$ge$ri De$mak?  

 
8 Saleh Roeslan, 1978. Stelsel Pidana Indonesia. Aksara Baru. Jakarta, hal. 24  
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2. Apa yang me$njadi dasar pe$rtimbangan hakim dalam me$njatu$hkan 

pu$tu$san pidana dalam tindak pidana pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan di  

Pe$ngadilan Ne$ge$ri De$mak ?  

  

C.  Tujuan Penelitian   

Be$rdasarkan ru$mu$san masalah diatas, maka pe$nu$lisan hu$ku$m ini 

be$rtu$ju$an u$ntu$k :  

1. U$ntu $k me$nge$tahu$i disparitas pidana dalam pu$tu$san pe$rkara tindak pidana 

pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan di Pe$ngadilan Ne$ge$ri De$mak.  

2. U$ntu $k me$nge$tahu$i  yang me$njadi dasar pe$rtimbangan hakim dalam 

me$njatu$hkan pu$tu$san pidana dalam tindak pidana pe$ncu$rian de$ngan 

ke$ke$rasan di Pe$ngadilan Ne$ge$ri De$mak.  

   

D.  Kegunaan Penelitian  

Adapu$n pe$ne$litian ini diharapkan me$mbe$rikan ke$gu $naan baik dari 

se$gi praktis mau$pu$n te$oritis se$bagai be$riku$t : 

1. Se$cara te$oritis  

Diharapkan pe$ne$litian ini mampu$ dan be$rgu$na se$rta me$mbe$rikan 

kontribu$si u$ntu$k pe$rke$mbangan ilmu$ pe$nge$tahu$an dan bidang ilmu$ 

hu $ku$m pidana baik se$cara u$mu$m mau$pu$n khu$su$s pu$tu$san Nomor 

182/Pid. B/2022/PN Dmk dan pu$tu$san Nomor 240/Pid. B/2023/PN 

Dmk yang be$rse$su$aiannya de$ngan pe$rtimbangan hakim dalam 

me$njatu$hkan pu$tu$san pidana te$rhadap pe$laku$ pe$ncu$rian de$ngan 

ke$ke$rasan. 
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2. Se$cara praktis  

Diharapkan dapat be$rkontribu$si se$bagai pe$nge$tahu $an dan bahan 

pe$rtimbangan bagi pe$ne$gak hu$ku$m atau$ intansi dalam hal ini 

Pe$ngadilan Ne$ge$ri De$mak se$bagai le$mbaga pe$ne$gak hu$ku$m yang 

dapat digu$nakan se$bagai bahan su$mbangan pe$mikiran dan informasi.  

  

E.  Terminologi   

1. Disparitas pidana   

Me$nu$ru$t Kamu$s Be$sar Bahasa Indone$sia, disparitas adalah pe$rbe$daan 

atau$ jarak. De$ngan kata lain, disparitas pidana adalah pe$rbe$daan antara 

be$be$rapa pu$tu$san pe$ngadilan yang se$je$nis atau$ dalam satu$ atu$ran yang 

sama yang dapat dipe$rbadingkan. Dalam hal ini pu$tu$san yang 

dipe$rbandingkan adalah te$ntang disparitas pu$tu$san hu$ku$man pidana. 

Disparitas pidana (disparity of se$nte$ncing) adalah pe$ne$rapan pidana yang 

tidak sama te$rhadap tindak pidana yang sama (same$ offe$nce$) atau$ te$rhadap 

tindak pidana yang sifat be$rbahayanya yang dipe$rbandingkan tanpa dasar 

pe$mbe$naran yang je$las.9  

Disparitas pu$tu$san timbu$l dari u$ndang-u$ndang itu$ se$ndiri. Dalam siste$m 

hu$ku$m positif Indone$sia, hakim me$mpu$nyai ke$ku$asaan u$ntu$k me$ne$ntu$kan 

sifat su$atu$ ke$jahatan de$ngan me$ru$mu$skan hu$ku$man alte$rnatif se$pe$rti 

pe$njara atau$ de$nda. Hal ini me$nu$nju$kkan bahwa hakim be$rhak dan 

be$rwe$nang me$mu$tu$s pe$rkara pidana me$nu$ru$t pe$rtimbangannya paling 

 
9 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 

hal. 56-57  
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te$pat dan be$nar. Se$lain itu$, kare$na u$ndang-u$ndang hanya me$ne$tapkan batas 

atas dan batas bawah, maka hakim be$rhak dan be$rwe$nang me$ne$ntu$kan 

be$ban pidana yang akan dijatu$hkan ke$pada te$rdakwa. Se$lain itu$, u$ndang-

u$ndang me$mbe$rikan hu$ku$man jangka panjang u$ntu$k ke$jahatan di masing-

masing pasal ini, de$ngan hu$ku$man maksimal yang be$rvariasi dari satu$ 

pasal ke$ pasal lainnya.  

2. Pu$tu$san   

Pu$tu$san adalah ke$te$rangan atau$ pe$rnyataan yang dibu$at ole$h hakim 

dalam sidang pe$ngadilan u$mu$m atau$ te$rtu$tu$p, yang be$ru$pa pu$tu$san, 

pe$mbe$basan, atau$ pe$mbe$basan dari se$gala tu$ntu$tan yang te$rtu$nda dalam 

pe$rkara itu$, me$nu$ru$t cara yang dite$ntu$kan ole$h u$ndang-u$ndang. Pu$tu$san 

hakim me$ru$pakan pu$ncak dan maha karya dari pe$rkara yang 

dipe$rtimbangkan dan dipriksa ole$h hakim.  

3. Tindak Pidana   

Tindаk pidаnа me$ru$pаkаn su$аtu$ pe$nge$rtiаn yu$ridis, lаin hаlnyа 

de$ngаn istilаh pe$rbu$аtаn jаhаt аtаu$ ke$jаhаtаn. Se$cаrа yu$ridis formаl, tindаk 

ke$jаhаtаn me$ru$pаkаn be$ntu$k tingkаh lаku$ yаng me$lаnggаr u $ndаng-u$ndаng 

pidаnа. Ole$h se$bаb itu$ se$tiаp pe$rbu$аtаn yаng dilаrаng ole$h u $ndаng-u$ndаng 

hаru$s dihindаri dаn bаrаng siаpа me$lаnggаrnyа mаkа аkаn dike$nаkаn 

pidаnа.  

Me$nu$ru$t Pompe$e$ Tindаk pidаnа аdаlаh pe$rbu$аtаn me$lаku$kаn аtаu$ 

tidаk me$lаku$kаn se$su$аtu$ yаng me$miliki u$nsu$r ke$sаlаhаn se$bаgаi pe$rbu$аtаn 

yаng dilаrаng dаn diаncаm de$ngаn pidаnа, dimаnа pe$njаtu$hаn pidаnа 
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te$rhаdаp pe$lаku$ аdаlаh de$mi te$rpe$lihаrаnyа te$rtib hu$ku$m dаn te$rjаminnyа 

ke$pe$ntingаn u$mu$m.10  

4. Pe$ncu $rian   

Dari se$gi bahasa (e$timologi) pe$ncu$rian be$rasal dari kata “cu$ri” yang 

me$ndapat awalan pe$-dan akhiran-an. Kata cu$ri se$ndiri artinya me$ngambil 

milik orang lain tanpa izin atau$ de$ngan tidak sah, biasanya de$ngan 

se$mbu $nyi-se$mbu$nyi.11 Pe$ncu$rian dalam Kamu$s Hu$ku$m adalah me$ngambil 

milik orang lain tanpa izin atau$ de$ngan tidak sah, biasanya de$ngan 

se$mbu $nyi-se$mbu$nyi.12  

Pe$nge$rtian pe$ncu$rian me$nu$ru$t hu$ku$m be$se$rta u $nsu$r-u$nsu$rnya 

diru$mu $skan dalam Pasal 362 KU$HP adalah be$ru$pa ru$mu $san pe$ncu$rian 

dalam be$ntu$k pokoknya yang be$rbu$nyi : “barang siapa me$ngambil su$atu$ 

be$nda yang se$lu$ru$hnya atau$ se$bagian milik orang lain, de$ngan maksu$d 

u$ntu$k dimiliki se$cara me$lawan hu$ku$m, diancam kare$na pe$ncu$rian, de$ngan 

pidana pe$njara paling lama 5 Tahu$n atau$ de$nda paling banyak  

Rp.900,00,-“. U$ntu$k le$bih je$lasnya, apabila dirinci ru$mu$san itu$ te$rdiri dari 

u$nsu$r-u$nsu$r obje$ktif (pe$rbu$atan me$ngambil, obje$knya su $atu$ be$nda, dan 

u$nsu$r ke$adaan yang me$le$kat pada be$nda u$ntu$k dimiliki se$cara se$bagian 

atau$pu $n se$lu$ru$hnya milik orang lain) dan u$nsu$r-u$nsu$r su $bje$ktif (adanya 

maksu $d, yang ditu$ju$kan u$ntu$k me$miliki, dan de$ngan me$lawan hu$ku$m)  

 
10  P. А. F. Lаmintаng, 1996, Dаsаr-Dаsаr Hukum Pidаnа Indonesiа, Citrа Аdityа Bаkti, 

Bandung, hal.16.  
11 Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I ,Sinar Grafika, Jakarta, hal, 346-347  
12 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 112-

114  
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5. Pe$ncu $rian de$ngan Ke$ke$rasan   

Me$nu$ru$t P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksu$d 

de$ngan pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan atau$ pe$mbe$ratan adalah pe$rbu$atan 

pe$ncu$rian yang me$mpu$nyai u$nsu $r-u$nsu$r dari pe$rbu$atan pe$ncu$rian di dalam 

be$ntu$knya yang pokok, dan kare$na ditambah de$ngan lain-lain u$nsu$r, 

se$hingga ancaman hu$ku$mannya me$njadi dipe$rbe$rat.13  

 

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian  

Me$tode$ pe$ne$litian yang pe$nu$lis gu$nakan adalah me$nye$le$saikan skripsi 

ini adalah pe$ne$litian yu$ridis normatif (le$gal re$se$arch) me$ru$pakan pe$ne$litian 

yang me$libatkan stu$di ke$pu$stakaan u$ntu$k me$ne$mu$kan inve$ntarisasi hu$ku$m 

positif u $ntu$k me$ne$mu$kan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hu$ku$m positif, 

pe$rbandingan, se$jarah, se$rta pe$ne$mu$an hu$ku$m inconcre$to.14 

2. Spesifikasi Penelitian   

Pe$ne$litian yang dilaku$kan ini be$rsifat de$skriptif analitis, yaitu$ pe$ne$litian 

yang be$rtu$ju$an u$ntu$k me$mbe$rikan gambaran se$cara rinci, siste$matis dan 

me$nye$lu $ru$h me$nge$nai se$gala se$su$atu$ yang be$rhu$bu$ngan de$ngan masalah 

pe$me$cahan pe$rkara pidana de$ngan me$nggambarkan pe$ratu$ran pe$ru$ndang-

u$ndangan yang be$rlaku$ be$rkaitan de$ngan te$ori-te$ori hu$ku $m dan prakte$k 

pe$laksanaan positif yang me$nyangku$t pe$rmasalahan di atas.  

 
13 P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, 2010, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan 

terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Nuansa Aulia, Bandung, hal.  

                        14 Burhan Ashofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rinka Cipta, Jakarta, hal. 13-14 
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3.Sumber Data   

Su$mbe$r data yang digu$nakan dalam pe$ne$litian pe$nu$lis adalah data 

se$ku$nde$r Yaitu$, informasi informasidari bahan stu$di ke$pu$stakaan yang di 

pe$rlu$kan bagi pe$ne$liti pe$ne$litian. 15  Di dalam pe$ne$litian hu$ku$m, data 

se$ku$nde$r me$ncaku$p bahan hu$ku$m prime$r, bahan hu$ku$m se$ku $nde$r dan bahan 

hu$ku$m te$rsie$r, data te$rse$bu$t be$ru$pa : 

a. Bahan hu$ku$m prime$r yaitu $: bahan hu$ku$m yang isinya me$ngikat, 

me$mpu$nyai ke$ku$atan hu$ku$m be$ru$pa pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan 

yang dike$lu$arkan atau$ diru$mu$skan ole$h le$gislator pe$me$rintah dan 

lainnya yang be$rwe$nang u$ntu$k itu$. Di Indone$sia se$bagai ne$gara 

me$nganu$t siste$m hu$ku$m ciwi Law bahan hu$ku$m prime$rnya adalah 

pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan se$dangkan bahan hu$ku$m prime$r ne$gara 

yang me$nganu$t siste$m common Law adalah pu$tu$san pe$radilan atau $ 

yu$rispru$de$nsi. 16  Pada pe$ne$litian ini pu$tu$san se$bagai bahan prime$r 

adalah pu$tu$san pada pe$ngadilan ne$ge$ri De$mak yaitu $ kasu$s tindak 

pidana pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan. 

     Bahan hu$ku$m prime$r be$ru $pa pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u $ndangan yang 

te$rkait dalam pe$ne$litian ini antara lain : 

1) U$ndang-U$ndang Dasar Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu$n 

1945.  

 
15 Sumadi Suryabrata, 1997, Metodologi Penelitian,. Raja Grafindo persada, Jakarta, 

hal.85 
16 Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi, prenada Media group, 

Jakarta, hal.12 
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2) U$ndang-U$ndang Nomor 8 Tahu$n 1981 te$ntang Hu$ku$m 

Acara Pidana  (KU$HAP).    

3) Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana (KU$HP)  

4) U$ndang-U$ndang Nomor 39 Tahu$n 1999 te$ntang Hak Asasi 

Manu$sia.   

5) U$ndang-U$ndang Re$pu$blik Indone$sia Nomor 2 Tahu$n 2002  

Te$ntang  Ke$polisian Ne$gara Re$pu$blik. 

6) U$ndang-U$ndang Nomor 48 Tahu$n 2009 te$ntang 

Ke$ku$asaan  

7) Ke$hakiman  Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 58 Tahu$n 2010 

jo Pe$ratu$ran  

8) Pe$me$rintah Nomor 92 Tahu$n 2015 te$ntang Pe$laksanaan 

Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Acara Pidana (KU$HAP).  

b. Data se$ku$nde$r, yaitu$ bahan hu$ku$m yang me$mbe$rikan pe$nje$lasan 

me$nge$nai pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan pada bahan hu$ku$m prime$r 

se$pe$rti bu$ku$-bu$ku$, lite$ratu$r lite$ratu$r re$fe$re$nsi, hasil-hasil pe$ne$litian, 

atau $ pe$ndapat pakar hu$ku$m yang be$rkaitan de$ngan pe$rmasalahan yang 

pe$nu$lis bahas.17 

c. Bahan hu$ku$m te$rsie$r yaitu $: bahan-bahan yang dapat me$nu$njang 

pe$mahaman te$rhadap bahan hu$ku$m prime$r dan se$ku$nde$r se$pe$rti Kamu$s 

Be$sar Bahasa Indone$sia (KBBI), Kamu$s hu$ku$m, dan e$nsikklope$di.18 

 
17 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja 

grafindo Persada, Jakarta, hal. 119 
18 Ibid 
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5.Teknik Pengumpulan Data  

Pe$ne$litian yang be$rsifat yu$ridis normatif (le$gal re$se$arch), dalam rangka 

me$ngu$mpu$lkan data dan pe$ne$litian me$nggu$nakan te$knik pe$ngu$mpu$lan data 

stu$di doku$me$n yaitu$ pe$ne$litian hu$ku$m yang me$lipu$ti stu$di bahan-bahan 

hu$ku$m yang te$rdiri dari bahan hu $ku$m prime$r, bahan hu$ku$m se$ku$nde$r dan 

bahan hu$ku$m te$rsie$r. Dalam pe$ne$litian ku$alitatif, te$knik ini be$rfu$ngsi 

se$bagai alat pe$ngu$mpu$l data u$tama kare$na pe$mbu$ktian hipote$sisnya 

dilaku$kan se$cara logika dan rasional me$lalu$i pe$ndapat, te$ori, atau$ hu$ku$m-

hu$ku$m yang dite$rima ke$be$narannya, baik yang me$nolak mau$pu$n yang 

me$ndu$ku$ng hipote$sa te$rse$bu$t.19 

6. Teknik Analisis Data  

Be$rdasarkan sifat pe$ne$litian yang me$nggu$nakan me$tode$ be$rsifat 

de$skriptif analisis yang dipe$rgu$nakan adalah pe$nde$katan ku$alitatif te$rhadap 

data se$ku$nde$r. De$skripsi te$rse$bu$t me$lipu$ti isi dan stru$ktu$r hu$ku$m positif 

yaitu$ su $atu$ ke$giatan yang dilaku$kan ole$h pe$nu$lis u$ntu$k me$ne$ntu$kan isi atau$ 

makna atu$ran hu$ku$m yang dijadikan ru$ju$kan dalam pe$nye$le$saian 

pe$rmasalahan hu$ku$m yang me$njadi obje$k pe$ne$litian.20 

 

G. Sistematika Penulisan   

U$ntu$k me$mpe$rmu$dah pe$mahaman isinya, maka pe$nu$lisan skripsi ini 

disajikan dalam be$ntu$k rangkain bab-bab :  

 
19 Hadari Nawawi, 1991, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta, hal. 133 
20 Zainudin Ali, Op, Cit., hal.107 
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 BAB I  PE$NDAHU$LU$AN   

Dalam bab ini akan me$ngu $raikan Latar Be$lakang Masalah,  

Ru$mu$san Masalah, Tu$ju$an Pe$ne$litian, Ke$gu$naan Pe$ne$litian,  

Te$rminologi, Me$tode$ Pe$ne$litian dan Siste$matika Pe$nu$lisan.  

 BAB II  TINJAU$AN PU$STAKA  

 Bab ini me$mbahas me$nge$nai pe$nge$rtian tinjau$an u$mu$m te$ntang 

disparitas pidana, tinjau$an u$mu$m te$ntang pu$tu$san hakim, tinjau$an 

u $mu$m te$ntang tindak pidana pe$ncu$rian, tinjau$an u$mu$m te$ntang 

tindak pidana pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan dan pe$ncu$rian de$ngan 

ke$ke$rasan me$nu$ru$t pe$rspe$ktif Islam.  

BAB III HASIL PE$NE$LITIAN DAN PE$MBAHASAN  

Dalam bab ini pe$nu$lis me$nje$laskan me$nge$nai disparitas pidana 

dalam pu$tu$san pe$rkara tindak pidana pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan di 

Pe$ngadilan Ne$ge$ri De$mak dan yang me$njadi dasar pe$rtimbangan 

hakim dalam me$njatu$hkan pu$tu$san pidana dalam tindak pidana 

pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan di Pe$ngadilan Ne$ge$ri De$mak.  

BAB IV PE$NU$TU$P  

     Be$risi me$nge$nai ke$simpu$lan dan saran   
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

  

A. Tinjauan Umum tentang Disparitas Pidana  

1. Pengertian Disparitas Pidana  

Me$nu$ru$t Kamu$s Be$sar Bahasa Indone$sia, disparitas be$rarti pe$rbe$daan atau$ 

jarak. 

 De$ngan kata lain, disparitas pe$radilan pidana adalah pe$rbe$daan 

antara  pu$tu$san du$a atau$ le$bih pe$ngadilan yang se$je$nis atau $ dalam  atu$ran 

yang sama. Dalam hal ini, pu$tu$san-pu$tu$san yang dipe$rbandingkan 

me$nyangku$t pe$rbe$daan pe$ne$tapan pidana. Hu$ku$man yang tidak se$tara 

(u$ne$qu $al pu$nishme$nt) adalah pe$ne$rapan hu$ku$man yang tidak se$tara yang 

le$bih be$rbahaya dari yang lain te$rhadap ke$jahatan yang sama (same$ crime$) 

atau$  tindak pidana  tanpa adanya dasar pe$mbe$naran yang je$las.21  

Ke$timpangan dalam pe$midanaan timbu$l dari u$ndang-u$ndang itu$ 

se$ndiri. Dalam siste$m hu$ku$m positif Indone$sia, hakim me$mpu$nyai 

ke$we$nangan u$ntu$k me$ne$ntu$kan sifat su$atu$ ke$jahatan de$ngan me$ru$mu$skan 

hu$ku$man alte$rnatif se$pe$rti pe$njara atau$ de$nda. Hal ini me$nu $nju$kkan bahwa 

hakim be$rhak dan be$rwe$nang me$mu$tu$s pe$rkara pidana se$bagaimana yang 

dianggapnya paling te$pat dan be$nar. Se$lain itu$, kare$na u $ndang-u$ndang 

hanya me$ne$tapkan batas atas dan batas bawah, maka hakim be$rhak dan 

be$rwe$nang me$ne$ntu$kan be$ban pidana yang akan dijatu$hkan ke$pada 

te$rdakwa. Se$lain itu$, u$ndang-u $ndang me$mbe$rikan tingkat maksimu$m 

pe$langgaran u$ntu$k masing-masing ke$te$ntu$an ini, yang be$rvariasi dari satu$ 

pasal ke$ pasal lainnya. Ke$timpangan dalam pe$ngambilan ke$pu$tu$san timbu$l 

 
21 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 

hal. 56-57.  
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dari hu$ku$m itu$ se$ndiri. Dalam siste$m hu$ku$m positif Indone$sia, hakim 

me$mpu$nyai ke$ku$asaan u$ntu$k me$ne$ntu$kan sifat su$atu$ ke$jahatan de$ngan 

me$ru$mu$skan hu$ku$man alte$rnatif se$pe$rti hu$ku$man pe$njara dan de$nda. Hal 

ini me$nu$nju$kkan bahwa hakim be$rhak dan be$rwe$nang me$mu$tu$s pe$rkara 

pidana se$bagaimana yang dianggapnya paling te$pat dan be$nar. Se$lain itu$, 

kare$na u$ndang-u$ndang hanya me$ne$tapkan batas atas dan batas bawah, 

maka hakim be$rhak dan be$rwe$nang me$ne$ntu$kan be$ban pidana yang akan 

dijatu$hkan ke$pada te$rdakwa. Se$lain itu$, u$ndang-u$ndang me$mbe$rikan 

hu$ku$man jangka panjang u$ntu$k ke$jahatan di masing-masing pasal ini, 

de$ngan hu$ku$man maksimal yang be$rvariasi dari satu$ pasal ke$ pasal 

lainnya.  

Be$rdasarkan pe$nje$lasan te$rse$bu$t, disparitas dapat me$njadi 

pe$rmasalahan kare$na me$ru$pakan indikator dan e$kspre$si dari ke$gagalan 

institu$si dalam me$wu$ju$dkan ke$adilan dalam ne$gara hu$ku$m dan 

me$nu$ru$nnya ke$pe$rcayaan masyarakat te$rhadap siste$m pe$ne$gakan hu$ku$m 

pidana. Jika kita tidak me$ngatasi masalah ke$se$njangan ini de$ngan baik, hal 

bu$ru$k bisa saja te$rjadi. Parahnya, me$ski ke$du$a kasu$s te$rse$bu$t me$miliki 

ke$samaan, ke$lompok narapidana yang dijatu$hi hu$ku$man le$bih be$rat le$bih 

me$ngalami de$moralisasi dan anti-re$habilitasi dibandingkan ke$lompok lain 

yang dijatu$hi hu$ku$man le$bih ringan. Ini te$ntang sikapnya.  

2. Penyebab Disparitas Pidana  

Mu$radi dan Nawawi me$nje$laskan disparitas pe$radilan pidana 

(pu$tu$san pe$radilan) bisa dise$babkan ole$h hu$ku$m itu$ se$ndiri. Dalam hu$ku$m 
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pidana positif Indone$sia, hakim me$mpu$nyai ke$be$basan yang sangat lu$as 

u$ntu$k me$ne$ntu$kan je$nis hu$ku $man (strafsau$lt) yang dike$he$ndakinya, 

se$hu$bu $ngan de$ngan pe$nggu$naan siste$m intimidasi pidana alte$rnatif dalam 

pe$ratu $ran hu$ku$m. 

Salah satu$ faktor yang dapat me$nye$babkan disparitas pe$radilan 

pidana adalah tidak adanya pe$doman pe$midanaan yang dapat digu$nakan 

ole$h hakim dalam me$njatu$hkan hu$ku$man. Pe$doman pe$midanaan 

me$mu $dahkan hakim dalam me$mu$tu$s su$atu$ pidana se$te$lah te$rbu$kti 

te$rdakwa me$laku$kan tindak pidana yang didakwakan. Pe$doman 

pe$midanaan me$ncaku$p aspe$k obye$ktif te$ntang pe$laku$ tindak pidana, 

se$hingga de$ngan me$mpe$rtimbangkan aspe$k-aspe$k te$rse$bu$t me$njadikan 

hu$ku$man le$bih proporsional dan me$mahami me$ngapa hu$ku$man te$rse$bu$t 

me$ru$pakan hasil ke$pu$tu$san hakim. Pe$ndapat Su$darto ju$ga dibe$narkan ole$h 

Mu$ladi, kare$na yang me$njadi pe$rsoalan bu$kan me$nghilangkan 

ke$timpangan se$cara me$nye$lu$ru$h, namu$n ke$timpangan itu$ haru$s wajar.22  

Disparitas pidana me$ru$pakan su$atu$ be$ntu$k ke$tidakadilan yang 

dilaku $kan hakim te$rhadap pe$ncari ke$adilan. Te$ntu$ saja masyarakat pada 

u$mu$mnya akan me$mbandingkan pu$tu$san hakim dan me$lihat adanya 

ke$se$njangan dalam pe$ne$gakan hu$ku$m di Indone$sia. Di Indone$sia, 

hu$ku$man yang tidak se$tara se$ring dikaitkan de$ngan inde$pe$nde$nsi hakim. 

Mode$l hu$ku$man yang diatu$r se$cara hu$ku$m (pe$ru$mu $san hu$ku$man 

maksimal) ju$ga be$rpe$ran. Tidak ada pihak yang bole$h me$ncampu$ri 

 
22 Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, hal.23  
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ke$pu$tu $san hakim. U$ndang-U$ndang Nomor 48 Tahu$n 2009 te$ntang 

Ke$ku$asaan Ke$hakiman me$ngatu$r bahwa hakim wajib me$nye$lidiki, 

me$nce$rmati, dan me$mahami nilai-nilai hu$ku$m se$rta rasa ke$adilan yang ada 

dalam masyarakat. Hakim ju$ga me$mpu$nyai tu$gas u$ntu$k 

me$mpe$rtimbangkan baik bu$ru$knya sifat-sifat te$rdakwa.   

Ada banyak faktor yang me$nye$babkan te$rjadinya disparitas dalam 

pe$ngambilan ke$pu$tu$san. Namu$n, pada akhirnya te$rse$rah pada hakim u$ntu$k 

me$ne$ntu$kan apakah ada ke$se$njangan. Misalnya, du$a orang me$laku$kan 

ke$jahatan yang sama dan me$ndapatkan akibat yang hampir sama. 

Kalau$pu$n ke$du$a hakim me$nggu$nakan Pasal 480 KU$HP, pu$tu$sannya bisa 

be$rbe$da. 

3. Dampak Disparitas Pidana  

Disparitas pe$midanaan e$rat kaitannya de$ngan siste$m yang 

me$nciptakan dan me$ngancam sanksi pidana. De$ngan kata lain, hal ini 

dapat me$njadi pe$nye$bab tidak langsu$ng te$rjadinya ke$timpangan kriminal. 

Jika dibiarkan, masyarakat bisa jadi aparis atau$ tidak pu$as te$rhadap aparat 

pe$ne$gak hu$ku$m.  

Pe$soalan me$nge$nai disparitas pidana yang banyak te$rjadi pada 

bidang pe$ne$gakan hu$ku$m, pastinya me$nye$babkan be$rbagai konflik baru$ 

yang tidak dapat dihindari. Me$nu$ru$t Ke$nne$dy dalam Nawawi, adanya 

disparitas pidana me$ngakibatkan be$be$rapa hal be$riku$t ini:  

a. Me$nu$mbu$hkan ke$tidaksu$kaan atau$ prasangka bu$ru$k masyarakat te$rhadap 

siste$m pidana  
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b. Ke$gagalan dalam me$nce$gah tindak pidana  

c. Me$motivasi u$ntu$k me$laku$kan tindak pidana  

d. Me$nghalangi te$rjadinya e$valu $asi dan pe$rbaikan pe$langgaran atas 

ke$salahannya  

e. Timbu $lnya aksi main hakim se$ndiri kare$na masyarakat tidak pu$as de$ngan 

pu$tu$san pe$ngadilan.  

  

B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim  

Pu$tu$san hakim adalah su$atu$ pe$rnyataan yang dibu$at ole$h hakim se$bagai 

pe$jabat pu $blik yang be$rwe$nang dalam su$atu$ sidang de$ngan tu$ju$an u$ntu$k 

me$ngakhiri atau$ me$nye$le$saikan su$atu$ gu$gatan atau$ pe$rse$lisihan antar para 

pihak.23  

Me$nu$ru$t Pasal 1 Ayat 11 KU$HP ju$ga diatu$r se$bagai be$riku$t: “Pu$tu$san 

pe$ngadilan adalah pe$rnyataan yang dibu$at di mu$ka u$mu$m ole$h hakim dan 

dapat be$ru $pa pidana, be$bas, atau$ pe$ngampu$nan se$gala tu$ntu$tan dalam batas 

u$ndang-u$ndang.” Pasal lain me$nyatakan bahwa Pasal 195 KU$HP me$ngatu$r 

bahwa “se$gala pu$tu$san pe$ngadilan akan sah dan final hanya jika dipu$blikasikan 

ke$pada pu$blik.” Dari sini pe$nu$lis dapat me$nyimpu$lkan bahwa pu$tu$san hakim 

me$ru$pakan be$rakhirnya prose$s pidana.  

  

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian  

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian   

Pe$ncu$rian di dalam be$ntu$knya yang pokok diatu$r di dalam Pasal 362  

Kitab U$ndang-u$ndang Hu$ku$m Pidana (KU$HP) yang be$rbu$nyi:  

“Barang siapa me$ngambil barang se$su$atu$ yang se$lu$ru$hnya atau $ 

se$bagian adalah ke$pu$nyaan orang lain, de$ngan maksu$d u$ntu$k 

me$ngu$asai be$nda te$rse$bu$t se$cara me$lawan hak, maka ia dihu$ku$m 

kare$na ke$salahannya me$laku$kan pe$ncu$rian de$ngan hu $ku$man pe$njara 

 
23 Setiawan Widagdo, 2012, Kamus Hukum, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, hal. 483.  
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se$lamalamanya lima tahu$n atau$ de$nda se$tinggitingginya e$nam pu$lu$h 

ru $piah”.  

  

Me$lihat dari ru$mu$san Pasal te$rse$bu$t dapat kita ke$tahu$i, bahwa 

ke$jahatan pe$ncu$rian itu$ me$ru$pakan de$lik yang diru$mu$skan se$cara formal 

dimana yang dilarang dan diancam de$ngan hu$ku$man, dalam hal ini adalah 

pe$rbu$atan yang diartikan “me$ngambil”. Dalam artian kata “me$ngambil” 

(we$gname$n) dalam arti se$mpit te$rbatas pada me$ngge$rakkan tangan dan jari-

jari, me$me$gang barangnya, dan me$ngalihkannya ke$ lain te$mpat.24  

Me$nu$ru$t kamu$s be$sar bahasa Indone$sia, arti dari kata “cu$ri” adalah 

me$ngambil milik orang lain tanpa izin atau$ de$ngan tidak sah, biasanya 

de$ngan se$mbu$nyi-se$mbu$nyi. Se$dangkan arti “pe$ncu$rian” adalah prose$s,  

cara,dan pe$rbu$atan.  

2. Unsur-unsur Tindak Pidana  

Se$hu$bu$ngan  de$ngan  pe$ru$mu$san  tindak  pidana  yang  me$mpu$nyai  

se$ju$mlah u$nsu$r  di  dalam tiap-tiap tindak pidana, maka nampak adanya 

jalan pikiran  yang be$rlainan antara para ahli u$ntu$k se$cara me$ndasar dan 

adanya pu$la pe$ndapat yang me$mbagi  u$nsu$r-u$nsu$r  pe$ru $mu$san  tindak  

pidana  se$cara  te$rpe$rinci.  Pe$mbagian se$cara  me$ndasar  didalam  me$lihat  

u$nsu$r  pe$ru$mu$san  tindak  pidana,  hanya me$mpu$nyai du$a (2) u$nsu$r yaitu$:  

    

a. U$nsu $r obye$ktif.  

b. U$nsu $r su$bye$ktif.  

 
24 Wiryono Projodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 

Bandung, hal 14  
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Me$nu$ru$t  Lamintang  yang  dimaksu$d  de$ngan  u$nsu$r-u$nsu$r   

’’obye$ktif’  itu$ adalah  u$nsu$r-u$nsu$r  yang  ada  hu$bu$ngannya  de$ngan  

ke$adaan-ke$adaan,  yaitu$ didalam  ke$adaan-  ke$adaan  mana  tindakan  yang  

dimaksu $d  u$nsu$r  ’’su$bye$ktif’ adalah  u$nsu$r-u$nsu$r  yang  me$le$kat  pada  diri  

si  pe$laku$  atau$  yang  be$rhu$bu$ngan de$ngan diri si pe$laku$, dan  te$rmasu$k 

ke$dalamnya yaitu$ se$gala yang te$rgantu$ng di dalam  hatinya.25  

Dalam  hal  ini  C.  S.  T.  Kansil  me$mpe$rte$gasnya  de$ngan 

me$nye$bu$tkan  u$nsu$r-u$nsu$r  obye$ktif  te$rse$bu$t  adalah  me$nge$nai  pe$rbu$atan,  

akibat, dan  ke$adaan.  U$nsu$r-u$nsu$r  su$bye$ktif  ialah  me$nge$nai  ke$adaan  

dapat dipe$rtanggu$ngjawabkan  dan  schu$ld  (ke$salahan)  dalam  arti  dolu$s  

(se$ngaja)  dan cu$lpa (ke$lalaian).26  

Satochid  Kartane$gara  dalam  bu$ku$nya  yang  be$rju$du$l  Hu$ku$m  

Pidana Ku$mpu$lan  ku$liah,  me$nge$mu$kakan  bahwa  u$nsu$r-u $nsu$r  obye$ktif  

adalah  u$nsu$ru$nsu$r yang te$rdapat di lu$ar diri manu$sia, yaitu$ yang be$ru$pa:  

1. Su$atu $ te$rte$ntu$; 2. Ke$adaan  yang  ke$se$mu$anya  dilarang  dan  diancam  

de$ngan  pidana  atau$  hu$ku$man ole$h  u$ndang-u$ndang.  Se$dangkan  

u$nsu$ru$nsu$r  su$bye$ktif,  adalah  se$bagaimana dise$bu$tkan ole$h Simon, yaitu$ 

haru$s me$mu$at u$nsu$r- u$nsu$r se$bagai be$riku$t:  

“Pe$rtama  Su$atu$  pe$rbu$atan  manu$sia,  disini  dimaksu$dkan  bahwa  

tidak  saja pe$rbu$atan,  akan  te$tapi  ju$ga  me$ngabaikan;  se$dangkan  

yang  ke$du$a  yakni Pe$rbu$atan  (pe$rbu$atan  dan  me$ngabaikan)  dilarang  

dan  diancam  de$ngan hu$ku $man  ole$h  u$ndang-u$ndang;  dan  yang  

 
25 P. A. F. Lamintang.  1983, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.  Sinar Baru, Bandung, 

hal.84.  
26 C.  S.  T.  Kansil,  1989, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia.  Balai  Pustaka, 

Jakarta, hal. 284.  
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ke$tiga  yaitu$  Pe$rbu$atan  itu$  haru$s dilaku$kan ole$h se$se$orang yang 

dapat dipe$rtanggu$ngjawabkan.”27  

  

Jadi,  pe$mbagian  u$nsu$r-u$nsu $r  se$cara  me$ndasar  se$pe$rti  diatas,  dapat 

disimpu$lkan  bahwa  u$nsu$r  yang  obye$ktif  adalah  u$nsu$r  yang  te$rdapat  

dilu$ar  diri manu$sia  yang  dapat  be$ru$pa  ke$laku$an  yang  be$rte$ntangan  

de$ngan  hu$ku$m, se$dangkan  u$nsu$r  yang  su$bye$ktif  ialah  u$nsu$r-u$nsu$r  yang  

me$le$kat  pada  diri  si pe$laku$  yang  dite$ntu$kan  dalam  pe$ru$ndang-u$ndangan  

dan  dapat dipe$rtanggu$ngjawabkan.  

Pe$mbagian pe$ru$mu$san tindak pidana se$cara te$rpe$rinci, me$lihat u$nsu$r 

tindak pidana  didasarkan  atas  su $su$nan  pe$ru$mu$san  dari  tiap-tiap  tindak  

pidana  yang be$rsangku$tan,  se$hingga  se$cara  alte$rnatif,  se$tiap  tindak  

pidana  haru$s  me$mpu$nyai u$nsu$r-u$nsu$r  yang  pada  u$mu $mnya  dike$nal  

de$ngan  ilmu$  pe$nge$tahu$an.  Di  dalam doktrin  tidak  te$rdapat  ke$se$ragaman  

didalam  me$ne$ntu$kan  adanya  u$nsu$r-u$nsu$r dalam su$atu$ tindak pidana.  

Apabila  kita  lihat  ru$mu$san-ru$mu$san  tindak  pidana  te$rte$ntu$  dalam  

KU$HP, dapat dike$tahu$i adanya 11 u$nsu$r tindak pidana, yaitu $:  

a. U$nsu $r tingkah laku$;  

b. U$nsu $r me$lawan hu$ku$m  

c. U$nsu $r ke$salahan;  

d. U$nsu $r akibat konstitu$tif;  

e. U$nsu $r ke$adaan yang me$nye$rtai;  

f. U$nsu $r syarat tambahan u$ntu$k dapatnya ditu$ntu$t pidana;  

g. U$nsu $r syarat tambahan u$ntu$k me$mpe$rbe$rat pidana;  

 
27 Satochid Kartanegara, op.cit., hal. 14.  
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h. U$nsu $r syarat u$ntu$k dapatnya dipidana;  

i. U$nsu $r obye$k hu$ku$m tindak pidana;  

j. U$nsu $r ku$alitas su$bye$k hu$ku$m tindak pidana;   

k. U$nsu $r syarat tambahan u$ntu$k me$mpe$ringan pidana.28  

Se$dangkan, me$nu$ru$t Moe$ljatno u$nsu$r-u$nsu$r tindak pidana te$rse$bu$t 

adalah:  

a. Pe$rbu$atan;  

b. Yang dilarang (ole$h atu$ran hu $ku$m);  

c. Ancaman pidana (bagi yang me$langgar larangan).30  

Hu$ku$m  pidana  dike$nal  be$be$rapa  kate$gorisasi  tindak  pidana   

(de$lik), yang dapat ditinjau$ dari be$rbagai su$du$t pandang, diantaranya:  

Me$nu$ru$t  KU$HP,  dapat  dibagi  atas  Ke$jahatan  (misdrijve$n),  dalam  

ke$te$ntu$an KU$HP  diatu$r  dalam  bu$ku$  II,  Pasal  104  sampai  de$ngan   

Pasal  488.  Contoh: pe$ncu$rian,  pe$mbu$nu$han,  pe$ngge$lapan.  Pe$langgaran  

(ove$rtre$dinge$n),  dalam ke$te$ntu$an KU$HP diatu$r dalam bu$ku $ III, Pasal 489 

sampai de$ngan Pasal 569.  

Me$nu$ru$t doktrin atau$ ilmu$ pe$nge$tahu$an hu$ku$m, tindak pidana itu$ dapat 

dibagi me$nu$ru$t be$be$rapa su$du$t:  

a. Be$rdasarkan be$ntu$k  ke$salahanya, dapat dibe$dakan atas  dolu$s dan cu$lpa. 

Dolu $s,  yaitu$  pe$rbu$atan  se$ngaja  yang  dilarang  dan  diancam  de$ngan 

pidana.  Dalam  hal  ini  akibat  yang  ditimbu$lkan  ole$h  de$lik  te$rse$bu$t 

 
28 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana. Tindak pidana. 

Teori-  Teori  Pemidanaan,  dan  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana).  Cet.  I.,  RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hal. 82. 30 Ibid, hal. 79.  
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me$mang dike$he$ndaki ole$h pe$laku$.  Cu$lpa, pe$rbu$atan yang dilarang dan 

diancam  de$ngan  pidana  yang  dilaku$kan  de$ngan  tidak  se$ngaja,  hanya 

kare$na ke$alpaan (ke$tidakhati-hatian) saja.  

b. Be$rdasarkan wu$ju$dnya, dapat dibe$dakan atas:  

- De$lik  komisionis,  yaitu $ de$lik yang te$rjadi kare$na se$se$orang 

me$langgar larangan, yang dapat me$lipu$ti baik de$lik formil mau$pu$n 

mate$riil.  

- De$lik  omisionis,  yaitu$  de$lik  yang  te$ijadi  kare$na  se$se$orang  

me$lalaikan su$ru$han (tidak be$rbu$at), biasanya de$lik formil  

- De$lik  komisionis  pe$romisionim,  yaitu$  de$lik  yang  pada  u$mu$mnya 

dilaksanakan  de$ngan  pe$rbu $atan,  te$tapi  mu$ngkin  te$rjadi  pu$la  bila  

orang tidak be$rbu$at (be$rbu$at tapi yang tampak tidak be$rbu$at).  

c. Be$rdasarkan pada pe$ru$mu$san tindak pidana, dapat dibe$dakan atas:  

- De$lik mate$riil, yaitu$  de$lik  yang  pe$ru$mu$sannya  me$nitikbe$ratkan  

pada akibat yang dilarang dan diancam de$ngan pidana ole$h 

u$ndangu$ndang.  

- De$lik  formil, yaitu$ de$lik yang  pe$ru$mu$sannya  me$nitikbe$ratkan pada 

pe$rbu$atan  yang  dilarang  dan  diancam  de$ngan  pidana  ole$h  u$ndang-

u$ndang.  

Me$nu$ru $t se$gi pandangan dari su$du $t-su$du$t lain yakni:  

a. Be$rdasarkan su$mbe$rnya, maka tindak pidana itu$ dibe$dakan atas:  
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- De$lik  u$mu$m,  yaitu$  se$mu $a  tindak  pidana  yang  dimu$at  dalam  

KU$HP se$bagai  kodifikasi  hu$ku$m  pidana  mate$riil  (Bu$ku$  II  dan  

Bu$ku$  III KU$HP).  

- De$lik  khu$su$s,  yakni  se$mu $a  tindak  pidana  yang  te$rdapat  di  lu$ar 

kodifikasi  te$rse$bu$t.  Misalnya,  tindak  pidana  koru$psi,  tindak  pidana 

narkotika dan psikotropika.  

b. Be$rdasarkan  faktor  waktu$  atau$  lamanya  tindak  pidana  itu$  dilaku$kan, 

maka dapat dibe$dakan atas:  

- De$lik  te$rjadi  se$ke$tika,  yaitu$  tindak  pidana  yang  diru$mu$skan 

se$de$mikian  ru$pa,  se$hingga  u$ntu$k  te$rwu$ju$dnya  atau$  te$ijadinya 

dalam waktu$ se$ke$tika atau$ waktu$ singkat saja, dise$bu$t ju$ga de$ngan 

aflope$nde$  de$licte$n.  Misalnya,  pe$ncu$rian,  jika  pe$rbu$atan 

me$ngambilnya  se$le$sai,  tindak  pidana  itu$  me$njadi  se$le$sai  se$cara 

se$mpu$rna.  

- De$lik te$rjadi dalam waktu$ lama atau$ be$rlangsu$ng lama/be$rlangsu$ng 

te$ru$s,  yaitu$  tindak  pidana  yang  diru$mu$skan  se$de$mikian  ru$pa, 

se$hingga  te$rjadinya  tindak  pidana  itu$  be$rlangsu$ng  lama,  yakni 

se$te$lah  pe$rbu$atan  dilaku$kan,  tindak  pidana  itu$  masih  be$rlangsu$ng 

te$ru$s,  yang  dise$bu$t  ju$ga  de$ngan  voortdu$re$nde$  de$licte$n.  Tindak 

pidana  ini  dapat  dise$bu$t  se$bagai  tindak  pidana  yang  me$nciptakan  

su $atu$ ke$adaan yang te$rlarang.  

c. Be$rdasarkan faktor syarat-syarat u$ntu$k dapat ditu$ntu$t, tindak pidana itu$ 

dapat dibe$dakan atas:  
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- De$lik  adu$an,  yaitu$  tindak  pidana  yang  u$ntu$k  dapatnya  dilaku$kan 

pe$nu$ntu$tan disyaratkan u$ntu $k te$rle$bih du$lu$ adanya pe$ngadu$an ole$h 

yang  be$rhak  me$ngaju$kan  pe$ngadu$an.  Misalnya,  tindak  pidana 

pe$ncabu$lan.  

- De$lik  biasa,  yaitu$  tindak  pidana  yang  u$ntu$k  dilaku$kannya  

pe$nu$ntu$tan pidana te$rhadap pe$mbu$atnya tidak disyaratkan adanya 

pe$ngadu$an dari yang be$rhak. Se$bagian be$sar tindak pidana adalah 

tindak  pidana  biasa  yang  dimaksu$dkan  ini.  Misalnya,  pe$ncu$rian, 

pe$nganiayaan.  

d. Be$rdasarkan  su$bye$k  hu$ku$m  tindak  pidana,  tindak  pidana  itu$  dapat 

dibe$dakan atas:  

- De$lik Commu$nia, yaitu$ tindak pidana yang dapat dilaku$kan ole$h 

se$mu$a orang (de$licta commu $nia).  

- De$lik propria, yaitu$ tindak pidana yang hanya dapat dilaku$kan ole$h 

orang yang be$rku$alitas te$rte$ntu$ (de$licta propria).  

Misalnya, pe$gawai ne$ge$ri (pada ke$jahatan jabatan), atau$ nakhoda (pada 

ke$jahatan pe$layaran) dan se$bagainya.  

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian  

 Pe$nyu$su$n  U$ndang-U$ndang  me$nge$lompokkan  tindak  pidana  

pe$ncu$rian ke$ dalam klasifikasi ke$jahatan te$rhadap harta ke$kayaan yang 

te$rdapat pada bu$ku$ ke$-2 KU$HP yang diatu$r mu$lai dari Pasal 362 sampai 

de$ngan Pasal 367 KU$HP. De$lik pe$ncu$rian te$rbagi ke$ dalam be$be$rapa  

je$nis, yaitu$ :  
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a. Tindak Pidana Pe$ncu$rian biasa  

Istilah “pe$ncu$rian biasa” digu$nakan ole$h be$be$rapa pakar hu$ku$m 

pidana u$ntu$k me$nu$nju$k pe$nge$rtian “pe$ncu$rian dalam arti pokok”. 

Pe$ncu$rian biasa diatu$r dalam Pasal 362 KU$HP yang ru$mu $sannya  

se$bagai be$riku$t :  

“Barang siapa me$ngambil barang se$su$atu$ yang se$lu$ru$hnya atau$ 

se$bagian milik orang lain, de$ngan maksu$d u$ntu$k dimiliki se$cara 

me$lawan hu$ku$m diancam kare$na pe$ncu$rian, de$ngan pidana pe$njara 

paling lama lima tahu$n atau$ pidana de$nda paling banyak  

Se$mbilan ratu$s ru$piah”.  

  

Be$rdasarkan ru$mu$san Pasal 362 KU$HP, maka u$nsu$r-u$nsu$r  

pe$ncu$rian biasa adalah :  

1) Me$ngambil  

2) Su$atu$ barang.  

3) Yang se$lu$ru$hnya atau$ se$bagian milik orang lain.  

4) De$ngan maksu$d u$ntu$k dimiliki se$cara me$lawan hu$ku $m  

  

b. Tindak Pidana Pe$ncu$rian ringan  

Pe$ncu$rian ringan adalah pe$ncu$rian yang me$miliki u $nsu$r-u$nsu$r dari 

pe$ncu$rian yang didalam be$ntu $knya yang pokok, yang kare$na ditambah 

de$ngan u$nsu$r-u$nsu$r lain (yang me$ringankan) ancaman pidananya 

me$njadi dipe$ringan. Je$nis pe$ncu $rian ini diatu$r dalam ke$te$ntu$an Pasal 364 

KU$HP yang me$ne$ntu$kan :  

“Pe$rbu$atan yang dite$rangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 bu$tir 

4, be$gitu$ pu$n pe$rbu$atan yang dite$rangkan dalam Pasal 363 bu$tir 5, 

apabila tidak dilaku$kan dalam se$bu$ah ru$mah atau$ pe$karangan 

te$rtu$tu$p yang ada ru$mahnya, jika harga barang yang dicu$ri tidak 

le$bih dari du$a ratu$s lima pu$lu$h ru$piah, diancam kare$na pe$ncu$rian 

ringan de$ngan pidana pe$njara paling lama tiga bu$lan atau$ pidana 

de$nda paling banyak se$mbilan ratu$s ru$piah”.  
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Be$rdasarkan ru$mu$san Pasal 364 KU$HP, maka u$nsu$r-u$nsu$r  

pe$ncu$rian ringan adalah :  

1) Pe$ncu$rian dalam be$ntu$knya yang pokok (Pasal 362).  

2) Pe$ncu$rian yang dilaku$kan ole$h du$a orang atau$ le$bih se$cara be$rsama-

sama; atau$  

3) Tindak pidana pe$ncu$rian, yang u$ntu$k me$ngu$sahakan masu$k ke $ 

dalam te$mpat ke$jahatan atatu$ u$ntu$k me$ncapai be$nda yang he$ndak 

diambilnya, orang yang be$rsalah te$lah me$laku$kan pe$mbongkaran, 

pe$ngru$sakan, pe$manjatan atau$ te$lah me$makai ku$nci palsu$, pe$rintah 

palsu$ atau$ jabatan palsu$.  

  

De$ngan syarat :  

  

1) Tidak dilaku$kannya dalam se$bu$ah te$mpat ke$diaman/ru$mah.  

2) Tidak dilaku$kan diatas se$bu$ah pe$karangan te$rtu$tu$p yang diatasnya 

te$rdapat se$bu$ah te$mpat ke$diaman  

3) Nilai dari be$nda yang dicu$ri tidak le$bih dari du$a ratu$s lima pu$lu$h 

ru$piah.  

  

Te$ntang nilai be$nda yang dicu$ri se$mu$la dite$tapkan tidak le$bih dari 

du$a pu$lu$h lima ru$piah, te$tapi ke$mu$dian de$ngan Pe$ratu$ran Pe$me$rintah  

Pe$ngganti U$ndang-U$ndang No. 16 tahu$n 1960 te$ntang Be$be$rapa 

Pe$ru $bahan dalam Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana te$lah diu$bah 

me$njadi du$a ratu$s lima pu$lu$h ru $piah.  

    

c. Tindak Pidana Pe$ncu$rian de$ngan Ke$ke$rasan  

Tindak pidana pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan itu$ ole$h pe$mbe$ntu$k 

u$ndang-u$ndang te$lah diatu$r dalam Pasal 365 KU$HP yang be$rbu$nyi  

se$bagai be$riku$t:  

1) Dipidana de$ngan pidana pe$njara se$lama-lamanya se$mbilan tahu$n, 

pe$ncu$rian yang didahu$lu$i, dise$rtai atau$ diiku$ti de$ngan ke$ke$rasan atau $ 

de$ngan ancaman ke$ke$rasan te$rhadap orangorang, yang dilaku$kan 
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de$ngan maksu$d u$ntu$k me$mpe$rsiapkan atau$ u$ntu$k me$mu$dahkan 

pe$ncu$rian te$rse$bu$t, atau$ u $ntu$k me$mu$ngkinkan dirinya se$ndiri atau $ 

lain-lain pe$se$rta dalam ke$jahatan dapat me$larikan diri jika dike$tahu$i 

pada waktu$ itu$ ju$ga, atau$pu $n u$ntu$k me$njamin pe$ngu$asaan atas be$nda 

yang te$lah dicu$ri.  

2) Dijatu$hkan pidana pe$njara se$lama-lamanya du$a be$las tahu$n:  

a) jika tindak pidana itu$ dilaku$kan pada malam hari di dalam 

se$bu$ah te$mpat ke$diaman atau$ di atas se$bu$ah pe$karangan te$rtu$tu$p 

yang di atasnya te$rdapat se$bu$ah te$mpat ke$diaman, atau$ di atas 

jalan u$mu$m, atau$ di atas ke$re$ta api atau$ tre$m yang be$rge$rak.  

b) jika tindak pidana itu$ dilaku$kan ole$h du$a orang atau$ le$bih se$cara 

be$rsama-sama.  

c) jika u$ntu$k me$ndapat jalan masu$k ke$ te$mpat ke$jahatan, orang 

yang be$rsalah te$lah me$laku$kan pe$mbongkaran atau$ pe$manjatan 

atau$ te$lah me$makai ku $nci-ku$nci palsu$, su$atu$ pe$rintah palsu$ atau$ 

su$atu$ se$ragam palsu$.  

d) jika tindak pidana itu$ te$lah me$ngakibatkan lu $ka be$rat pada 

tu$bu$h.  

3) Dijatu$hkan pidana pe$njara se$lama-lamanya lima be$las tahu$n, jika 

tindak pidana itu$ te$lah me$ngakibatkan matinya orang.  

4) Dijatu$hkan pidana atau$ pidana pe$njara se$u$mu$r hidu$p atau$ pidana 

pe$njara se$me$ntara se$lama-lamanya du$a pu$lu$h tahu $n, jika tindak 

pidana itu$ me$ngakibatkan lu$ka be$rat pada tu$bu$h atau$ matinya orang, 

yang dilaku$kan ole$h du$a orang atau$ le$bih se$cara be$rsama dan dise$rtai 

de$ngan salah satu$ ke$adaan yang dise$bu$tkan dalam angka 1 dan angka 

3.  

  

    

Tindak pidana pe$ncu$rian yang diatu$r dalam Pasal 365 KU$HP ju$ga 

me$ru $pakan ge$qu$alifice$e$rde$ die$fstal atau$ su$atu$ pe$ncu$rian de$ngan 

ku$alifikasi atau$pu$n me$ru$pakan su$atu$ pe$ncu$rian de$ngan u$nsu$r-u$nsu$r yang 

me$mbe$ratkan.  

De$ngan de$mikian maka yang diatu$r dalam Pasal 365 KU$HP 

se$su$nggu$hnya hanyalah satu$ ke$jahatan, dan bu$kan du$a ke$jahatan yang 

te$rdiri atas ke$jahatan pe$ncu$rian dan ke$jahatan pe$makaian ke$ke$rasan 
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te$rhadap orang, atau$pu$n bu$kan me$ru$pakan su$atu$ same$nloop dari 

ke$jahatan pe$ncu$rian de$ngan ke$jahatan pe$makaian ke$ke$rasan te$rhadap  

orang.  

d. Pe$ncu $rian dalam ke$lu$arga  

Tindak pidana pe$ncu$rian dalam ke$lu$arga diatu$r dalam Pasal 367  

KU$HP yang be$rbu$nyi:  

1) Jika pe$laku$ atau$ orang yang me$mbantu$ me$laku$kan salah satu$ 

ke$jahatan-ke$jahatan yang diatu$r dalam Bab ini ialah se$se$orang su$ami 

atau$ istri yang tidak be$rce$rai me$ja makan dan te$mpat tidu$r atau $ 

be$rce$rai harta ke$kayaan de$ngan orang, te$rhadap siapa ke$jahatan itu$ 

te$lah dilaku$kan, maka tidak dapat dilaku$kan pe$nu $ntu$tan pidana 

te$rhadap pe$laku$ atau$ orang yang me$laku$kan ke$jahatan te$rse$bu$t,  

2) Jika me$re$ka itu$ me$ru$pakan su$ami atau$ istri yang be$rce$rai me$ja 

makan dan te$mpat tidu $r atau$ be$rce$rai harta ke$kayaan, atau $ 

me$ru$pakan sau$dara se$darah atau$ kare$na pe$rkawinan baik dalam garis 

lu$ru$s mau$pu$n dalam garis me$nyamping sampai de$rajat ke$du$a dari 

orang, te$rhadap siapa ke$jahatan itu$ te$lah dilaku$kan, maka pe$nu$ntu$tan 

te$rhadap me$re$ka hanya dapat dilaku$kan, jika ada pe$ngadu$an 

te$rhadap me$re$ka dari orang, te$rhadap siapa te$lah dilaku$kan 

ke$jahatan.  

3) Jika be$rdasarkan le$mbaga-le$mbaga ke$ibu$an, ke$ku$asaan bapak itu$ 

dilaku$kan ole$h orang lain daripada se$orang ayah, maka ke$te$ntu$an 

dalam ayat yang te$rdahu$lu $ itu$ ju$ga be$rlaku$ bagi orang lain te$rse$bu$t.  

  

Pe$ncu$rian se$bagaimana diatu$r dalam ke$te$ntu$an Pasal 367 KU$HP 

ini me$ru$pakan pe$ncu$rian di kalangan ke$lu$arga. Artinya baik pe$laku$ 

mau$pu$n korbannya masih dalam satu$ ke$lu$arga, misalnya yang te$rjadi, 

apabila se$orang su$ami atau$ istri me$laku$kan (se$ndiri) atau$ me$mbantu $ 

(orang lain) pe$ncu$rian te$rhadap harta be$nda istri atau$ su$aminya.  

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan  

Tindak Pidana pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan diatu$r dalam Pasal 365 ayat  (1)  
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KU$HP  yang  di  antaranya  me$nye$bu $tkan  “Diancam  de$ngan pidana  pe$njara  

se$lama-lamanya  9  tahu$n  pe$ncu$rianyang  didahu$lu$i, dise$rtai atau$ diiku$ti 

de$ngan ke$ke$rasan atau$ ancaman ke$ke$rasan te$rhadap orang,  de$ngan  maksu$d  

u$ntu$k  me$mpe$rsiapkan  atau$  me$mpe$rmu$dah pe$ncu$rian, atau$ dalam  hal 

te$rtangkap tangan,  u$ntu$k  me$mu$ngkinkan me$larikan diri se$ndiri atau$ pe$se$rta 

lainnya, atau$ u$ntu$kte$tap me$ngu$asai barang yang dicu$rinya. Se$me$ntara itu$ dari 

Pasal 365 ayat (2) sampai ayat (4) adalah hal-hal yang me$nye$babkan ancaman 

pidana dipe$rbe$rat, antara lain:  

Ayat  2  be$rbu$nyi  Diancam  de$ngan  pidana  pe$njara  paling  lama du$a 

be$las tahu$n :  

1. Jika  pe$rbu$atan  dilaku$kan  pada  malam  hari  dalam  se$bu $ah ru$mah atau$ 

pe$karangan te$rtu$tu$p  yang ada diru $mahnya, di jalan u$mu$m atau$ dalam ke$re$ta 

api yang se$dang be$rjalan.  

2. Jika pe$rbu$atan dilaku$kan ole$h du$a orang atau$ le$bih de$ngan be$rse$ku$tu$.  

3. Jika masu$k ke$ te$mpat me$laku$kan ke$jahatan de$ngan me$ru$sak, atau$  me$manjat  

atau$  de$ngan  me$makai  anak  ku$nci  palsu$, pe$rintah palsu$ atau$ pakaian 

jabatan palsu$.  

4. Jika pe$rbu$atan te$rse$bu$t me$ngakibatkan lu$ka-lu$ka be$rat   

Ayat  3 be$rbu$nyi  jika pe$rbu$atan me$ngakibatkan  ke$matian, maka diancam 

de$ngan pidana pe$njara paling lama lima be$las tahu$n pe$njara.  

  

Ayat 4 be$rbu$nyi diancam de$ngan pidana mati atau$ pidana pe$njara se$u$mu$r hidu$p 

atau$ se$lama waktu$ te$rte$ntu$ paling lama du$a pu$lu$h tahu$n, jika pe$rbu$atan 

me$ngakibatkan lu$ka be$rat atau$ ke$matian dan dilaku$kan ole$h du$a orang atau$ 

le$bih de$ngan be$rse$ku$tu$.  

  

Se$cara  u$mu$m,  ke$ke$rasan  dapat  dide$finisikan  se$bagai  pe$rbu$atan 

se$se$orang  atau$  se$ke$lompok  orang  yang  me$nye$babkan  ce$de$ra  atau$ 

me$nghilangnya   nyawa   orang   se$se$orang   atau$   dapat   me$nye$babkan 

ke$ru$sakan fisik atau$ barang orang lain. Ke$ke$rasan adalah se$bu$ah aktivitas yang 

sadar atau $ tidak sadar, yang me$masu$kkan se$bu$ah obje$k didalam stru$ktu$r 



33  

  

su$bje$k. Su$bje$k ini me$miliki banyak pe$nge$rtian. Su$bje$k dapat dipahami se$bagai 

individu$ atau$ organisasi, le$gal atau$pu$n ille$gal. Se$mu$a yang  me$mu$ngkinkan  

te$rjadinya  lu$ka,  du$kacita,  sakit  atau$  bahkan ke$matian.29  Ke$ke$rasan  di  dalam  

Pasal-Pasal  Kitab  U$ndang-u$ndang Hu$ku$m  Pidana  (KU$HP)  se$ring  dikaitkan  

de$ngan  ancaman,  de$ngan de$mikian dapat disimpu$lkan bahwa ke$ke$rasan dapat 

be$rbe$ntu$k fisik dan nonfisik.30  

Se$cara Yu$ridis, apa yang dimaksu$d de$ngan ke$jahatan ke$ke$rasan  tidak 

te$rdapat dalam kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana (KU$HP). Hanya saja 

dalam Bab IX Pasal 89 KU$HP me$nye$bu$tkan bahwa :   

Me$mbu$at orang pingsan atau$ me$mbu$at orang tidak be$rdaya disamakan 

de$ngan me$nggu$nakan ke$ke$rasan ”. De$ngan de$mikian dapat dikatakan bahwa 

ke$jahatan ke$ke$rsan me$ru$pakan ke$jahatan  yang dilaku$kan dan dise$rtai  de$ngan  

me$nggu$nakan  ke$ku$atan  fisik  yang  me$ngakibatkan korban pingsan atau$ tidak 

be$rdaya.31  

Dalam Kitab U$ndang-u$ndang Hu$ku$m Pidana, Ke$jahatan-ke$jahatan yang  

digolongkan  se$bagai  ke$jahatan-ke$jahatan  ke$ke$rasan,antara  lain adalah:32  

1. Ke$jahatan te$rhadap ke$su$silaan, khu$su$snya Pasal 285 KU$HP  

2. Ke$jahatan te$rhadap nyawa orang, Pasal 338-350 KU$HP  

 
29 Lucien van Liere, 2010, Menghancurkan Belenggu Kekerasan Teologi dan Etika Kristen di  

Tengah Tantangan Globalisasi Terorisme, Gunung Mulia, Jakarta, hal. 47  
30 Moerti Hadiati Soeroso,2012, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis- 

Viktimologis,Sinar Grafika, Jakarta, hal. 58.  
31 Made Darma Weda, 1996. Kriminologi, Grafindo Persada, Jakarta, hal. 108.  
32  Mulyana W. Kusumah, 1981. Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, 

Alumni, Bandung, hal.123-124.  
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3. Ke$jahatan pe$nganiayaan, Pasal 351- Pasal 358 KU$HP te$ru$tama 

pe$nganiayaan be$rat (zware$ mishande$ling) Pasal 354 dan 355 KU$HP.  

4. Ke$jahatan   yang   me$nye$babkan   ke$matian   atau$   lu$ka   kare$na ke$alpaan, 

Pasal 359 – Pasal 361 KU$HP  

5. Ke$jahatan-ke$jahatan   se$pe$rti   pe$ncu$rian   de$ngan   pe$mbe$ratan, 

pe$nodongan, pe$rampokan Pasal 365 KU$HP.  

Macam-macam ke$ke$rasan :  

1. Be$dasarkan  be$ntu$knya,  ke$ke$rasan  dapat  digolongkan  me$njadi 

ke$ke$rasan :  

a. Ke$ke$rasan Fisik, yaitu$ ke$ke$rasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan   

ole$h   tu$bu$h.   Wu$ju$d   ke$ke$rasan   fisik   be$ru$pa pe$nghilangan  

ke$se$hatan  atau$  ke$mampu$an  normal  tu$bu$h, sampai pada 

pe$nghilangan nyawa se$se$orang. Contoh : Pe$nganiayaan, pe$mu$ku$lan, 

pe$mbu$nu$han  

    

b. Ke$ke$rasan Psikologis, yaitu$ ke$ke$rasan yang me$miliki sasaran pada 

rohani  atau$  jiwa  se$hingga  dapat  me$ngu$rangi  bahkan 

me$nghilangkan ke$mampu $an normal jiwa. Contoh : ke$bohongan, 

indoktrinasi, ancaman, dan te$kanan.  

c. Ke$ke$rasan Stru$ktu$ral, yaitu$ ke$ke$rasan dilaku$kan ole$h individu$ atau$ 

ke$lompok de$ngan me$nggu $nakan siste$m hu$ku$m, e$konomi, atau$  tata  

ke$biasaan   yang  ada  di  masyarakat.   Biasanya ne$garalah yang 

be$rtanggu$ng jawab u$ntu$k me$ngatu$r ke$ke$rasan stru$ctu$ral kare$na 

hanya ne$gara yang me$miliki ke$we$nangan re$smi   u$ntu $k   me$ndorong   
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pe$mbe$ntu$kan   atau$   pe$ru$bahan stru$ctu$ral dalam masyarakat. Contoh  

:  Te$rjangkitnya  pe$nyakit  ku$lit  su$atu$  dae$rah  akibat limbah  pabrik  

dise$kitarnya  atau$  hilangnya  ru$mah  warga Sidoarjo kare$na lu$mpu$r 

panas.  

2. Be$dasarkan  Pe$laku$nya,  ke$ke$rasan  dapat  digolongkan  me$njadi du$a 

be$ntu $k yaitu$ :  

a. Ke$ke$rasan Individu$al adalah ke$ke$rasan yang dilaku$kan ole$h individu$ 

ke$pada su$atu$ atau$ le$bih individu$. Contoh : Pe$ncu$rian,  

Pe$mu$ku$lan, Pe$nganiayaan, dan lain-lain  

b. Ke$ke$rasan Kole$ktif   adalah ke$ke$rasan yang dilaku$kan ole$h banyak 

individu$ atau$ massa. Contoh : Tawu$ran  pe$lajar, Be$ntrok  antar de$sa,  

Konflik di Sampit, Poso, dan lain-lain.  

Pe$ncu $rian de$ngan ke$ke$rasan be$rdasarkan ke$te$ntu$an Pasal 365 (1) KU$HP  

yaitu$  pe$ncu$rian  yang  didahu$lu$i,  dise$rtai  atau$  diiku$ti  de$ngan ke$ke$rasan  atau$  

ancaman  ke$ke$rasan,  te$rhadap  orang  de$ngan  maksu$d u$ntu$k me$mpe$rsiapkan 

atau$ me$mpe$rmu$dah pe$ncu$rian, atau $ dalam hal te$rtangkap  tangan,  u$ntu$k  

me$mu$ngkinkan  me$larikan  diri  se$ndiri  atau$ pe$se$rta lainnya, atau$ u$ntu$k te$tap 

me$ngu$asai barang yang dicu$ri.  

Dalam Pasal 365 KU$HP bahwa :  

1. Tindak pidana pe$ncu$rian yang didahu$li, dise$rtai atau$ diiku$ti de$ngan 

ke$ke$rasan   akan   diancam   hu$ku $man   pe$njara   se$lama-lamanya Se$mbilan   

tahu$n,   de$ngan   maksu$d   akan   me$mu$dahkan   atau$ me$nyiapkan pe$ncu$rian 

itu$ atau$ jika te$rtangkap tangan su$paya ada ke$se$mpatan  bagi  dirinya  
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se$ndiri  atau$  kawannya   yang   tu$ru$t me$laku$kan ke$jahatan itu$ akan 

me$larikan diri atau$ su$paya barang yang  dicu$ri  itu$  te$tap  ada  ditangannya.  

Disini  te$rmasu$k  pu$la, me$ngikat  orang  yang  pu$nya  ru $mah,  me$nu$tu$p  

didalam  kamar, ke$ke$rasan  atau$  ancaman  ke$ke$rasan  ini  haru$s  dilaku$kan  

pada orang,bu$kan  ke$pada  barang,  dan  dapat  dilaku$kan  se$be$lu$mnya, 

be$rsama-sama   atau$   se$te$lah   pe$ncu$rian   itu$   dilaku$kan,   asal maksu$dnya 

u$ntu$k me$nyiapkan atau$ me$mu$dahkan pe$ncu$rian itu$, dan jika te$rtangkap 

tangan su$paya ada ke$se$mpatan bagi dirinya atau$ kawannya yang tu$ru$t 

me$laku$kan akan me$larikan diri atau$ su$paya barang yang dicu$ri itu$ te$tap 

ditangannya. Se$orang pe$ncu$ri de$ngan me$ru$sak ru$mah tidak masu$k disini, 

kare$na ke$ke$rasan (me$ru$sak) itu$ tidak dike$nakan pada orang.  

    

2. Hu$ku$man pe$njara dijatu$hkan se$lama-lamanya du$a be$las tahu$n.  

a. Apabila pe$rbu$atan itu$ dilaku $kan pada waktu$ malam didalam se$bu$ah  

ru$mah  atau$  pe$karangan  yang  te$rtu$tu$p,  yang  ada ru$mahnya  atau$  

dijalan  u$mu$m  atau$  didalam  ke$re$ta  api  atau$ didalam tre$m yang se$dang 

be$rjalan.  

b. Jika pe$rbu$atan itu$ dilaku$kan ole$h du$a orang be$rsama-sama atau$ le$bih.  

c. Jika site$rsalah masu$k ke$te$mpat me$laku$kan ke$jahatan itu$ de$ngan jalan 

me$mbongkar atau$ me$manjat, atau$ de$ngan jalan me$makai ku$nci palsu$, 

pe$rintah palsu$ atau$ pakaian jabatan palsu$.  

d. Jika pe$rbu$atan itu$ me$njadikan ada orang me$ndapat lu$ka be$rat.  

3. Hu$ku$man pe$njara se$lama-lamanya lima be$las tahu$n dijatu$hkan jika kare$na 

pe$rbu$atan itu$ ada orang mati.  
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4. Hu$ku$man mati atau$ hu$ku$man pe$njara se$u$mu$r hidu$p atau$ pe$njara 

se$me$ntara  se$lama-lamanya  du$a  pu$lu$h   tahu$n  dijatu$hkan  jika pe$rbu$atan  

itu$  me$njadikan  ada  orang  me$ndapat  lu$ka  be$rat  atau$ mati dilaku$kan 

ole$h du$a orang be$rsama-sama atau$ le$bih dan dise$rtai pu$la ole$h salah satu $ 

hal.  

Adapu$n u$nsu$r-u$nsu$r yang te$rdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KU$HP  

adalah:  

1. Pe$ncu$rian, yang:  

2. Didahu$lu$i atau$ dise$rtai atau$ diiku$ti  

3. Ke$ke$rasan atau$ ancaman ke$ke$rasan  

4. Te$rhadap orang  

5. Dilaku$kan de$ngan maksu$d u$ntu$k :  

a. Me$mpe$rsiapkan, atau$  

b. Me$mu$dahkan, atau$  

c. Dalam hal te$rtangkap tangan.  

d. U$ntu $k  me$mu$ngkinkan  me$larikan  diri  bagi  dirinya  atau$ te$rsangka  

lain  

e. U$ntu $k me$njamin te$tap diku$asainya barang yang dicari  

U$nsu$r-u$nsu $r yang te$rdapat dalam Pasal 365 ayat (2) KU$HP, adalah :  

1. Waktu$ malam  

2. Dalam  se$bu$ah  ru$mah  atau$  pe$karangan  te$rtu$tu$p  yang  ada ru$mahnya.  

3. Di jalan u$mu$m.  

4. Dalam ke$re$ta api atau$ tre$m yang se$dang be$rjalan.  
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E. Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Perspektif Islam.  

Imam As-Shatibi, pakar Fiqih U$shr dari Mazhab Maliki me$ngatakan, 

u$ntu$k me$wu$ju$dkan ke$maslahatan du$nia dan akhirat, Amkaraf haru$s diaku$i dan 

dipe$lihara agar se$se$orang dapat bahagia di du$nia dan akhirat me$nje$laskan ada 

lima poin. Hal ini masih mu$ngkin te$rjadi di masa de$pan. Ke$lima prinsip ini 

pe$rtama kali dipe$rke$nalkan ole$h Imam al-Ghazali dalam kitabnya al-Mu$stashfa 

fi U$shr al-Fiqh, namu$n ke$mu$dian dite$rima dan dise$pakati ole$h u$lama-u$lama 

be$riku$tnya hingga dise$bu$t Ijmaq I. Be$rdasarkan hasil pe$nge$nalan para u$lama 

U$shr-Fiqh te$rhadap be$rbagai nash, dise$bu$tkan pokok pe$rmasalahannya adalah 

me$njaga e$ksiste$nsi agama, jiwa, akal, ke$tu$ru$nan, dan harta. Ole$h kare$na itu$, 

se$cara ringkas dapat dikatakan bahwa pe$ne$tapan hu$ku$m Islam be$rtu$ju$an u$ntu$k 

me$nciptakan ke$maslahatan dan ke$baikan dalam ke$hidu$pan manu$sia, se$kaligu$s 

me$nce$gah timbu$lnya masfsada dan ke$ru$gian bagi ke$hidu$pan manu$sia itu$ 

se$ndiri.  

Pe$ncu $rian me$ru$pakan tindak pidana, dan kata ``jalimah'' ide$ntik de$ngan 

yang dise$bu$t de$ngan ``tindak pidana'' atau$ pe$langgaran dalam hu$ku$m positif. 

Kata jalima be$rarti larangan syariat, atau$ tazir, yang diancam Allah akan 

dihu$ku$m. Larangan ini dapat dinyatakan dalam pe$laksanaan su$atu$ tindakan 

yang dilarang atau$ ke$lalaian dari su$atu$ tindakan yang dipe$rintahkan.33  

Se$be$narnya jalima ada banyak je$nis dan ragamnya, namu$n se$cara u$mu$m 

dapat diklasifikasikan be$rdasarkan aspe$k yang be$rbe$da-be$da. Dari se$gi 

 
33 Ahmad Hanafi, 1990,  Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 1  
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be$ratnya hu$ku$man, Jalima dapat dibagi me$njadi tiga bagian: Jalimah 

Kissha/Diyat, Jalima Hu$du$d, dan Jalima Tazir. 

1. Jarimah qisâs dan diyat  

Jarimah Qisâs dan Diyat adalah Jarimah yang me$nghadapi siksa Qisâs 

atau$ Diyat. Qisâs dan Diyat ke$du $anya me$ru$pakan hu$ku$man yang 

dite$ntu $kan ole$h Syara`. Pe$rbe$daan hu$ku$man hadd adalah hadd me$ru$pakan 

hak Allah (hak masyarakat), se$dangkan kishas dan diyat me$ru$pakan hak 

asasi manu$sia (individu$).    

Me$nu$ru$t Mahmou$d Shaltu$t, hak asasi manu$sia be$rkaitan de$ngan 

ke$pe$ntingan pribadi individu$ dan dise$bu$t de$mikian kare$na ke$pe$ntingan 

te$rse$bu $t be$rsifat u$nik bagi individu$. Se$hu$bu$ngan de$ngan hu$ku$man kisas 

dan diyat, hak asasi manu$sia di sini be$rarti bahwa korban atau$ ke$lu$arganya 

dapat me$minta hu$ku$man te$rse$bu$t dihapu$skan atau$ diampu$ni. De$ngan 

de$mikian maka ciri khas dari jarimah qisâs dan diyat itu$ adalah  

a. Hu$ku$mannya su$dah te$rte$ntu$ dan te$rbatas, dalam arti su$dah  

dite$ntu$kan ole$h syara' dan tidak ada batas minimal atau$ maksimal;  

b. hu$ku$man te$rse$bu$t me$ru$pakan hak pe$rse$orangan (individu$), dalam 

arti  bahwa korban atau$ ke$lu$arganya be$rhak me$mbe$rikan 

pe$ngampu$nan te$rhadap pe$laku$. Jarimah qisâs dan diyat ini hanya 

ada du$a macam, yaitu$ pe$mbu$nu$han dan pe$nganiayaan. Namu$n 

apabila dipe$rlu$as maka ada lima macam, yaitu$:34  

1) pe$mbu$nu$han se$ngaja  

2) pe$mbu$nu$han me$nye$ru$pai se$ngaja  

3) pe$mbu$nu$han kare$na ke$salahan  

 
34 Rahmat Hakim, 2000, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), Pustaka Setia, Bandung, hal. 
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4) pe$nganiayaan se$ngaja dan  

5) pe$nganiayaan tidak se$ngaja  

2. Jarimah Hu$du$d  

Jarimah hu$du$d adalah jarimah yang diancam de$ngan hu$ku$man had, 

Pe$nge$rtian hu$ku$man had adalah hu$ku$man yang te$lah dite$ntu$kan ole$h 

syara' dan me$njadi hak Allah (hak masyarakat). De$ngan de$mikian ciri khas 

jarimah hu$du$d itu$ se$bagai be$riku $t.  

a. Hu$ku$mannya te$rte$ntu$ dan te$rbatas, dalam arti bahwa hu$ku$mannya 

te$lah dite$ntu$kan ole$h syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.  

b. Hu$ku$man te$rse$bu$t me$ru$pakan hak Allah se$mata-mata, atau$ kalau$ ada 

hak manu$sia  di  samping  hak  Allah  maka  hak  Allah  yang  le$bih  

me$nonjol.  

Arti hak ke$tu$hanan se$bagaimana dije$laskan ole$h Mahmou$d Shaltu$t 

adalah: Hak-hak ilahi be$rkaitan de$ngan ke$baikan be$rsama dan ke$baikan 

be$rsama, dan tidak spe$sifik u$ntu $k individu$. Ini adalah hak ilahi, namu$n 

Tu$han tidak me$ngharapkan apa pu$n se$lain me$ninggikan hak ini di mata 

manu$sia dan me$nyatakan pe$ntingnya hak ini bagi masyarakat. De$ngan kata 

lain, hak Allah adalah hak yang be$rmanfaat bagi masyarakat dan tidak 

be$rsifat khu$su$s bagi individu $ te$rte$ntu$. Me$nge$nai hu $ku$man hadd, 

pe$nge$rtian hu$ku$m ke$tu$hanan di sini adalah bahwa hu$ku$man tidak dapat 

dihapu $skan baik ole$h individu$ (korban atau$ ke$lu$arganya) mau$pu$n ole$h 

masyarakat yang diwakili ole$h ne$gara. Jarimah Hu$du$d ada tu$ju$h macam:  
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a. Jarimah  zina.  Be$ntu$k  hu$ku$man  ada  tiga  yaitu$ 

 hu$ku$man  

cambu$k/de$ra/jilid, pe$ngasingan dan rajam.  

b. Jarimah qazaf (me$nu$du$h zina). Be$ntu$k hu$ku$man yaitu$ dike$nakan du$a 

hu$ku$man,  hu$ku$man  pokok  be$ru$pa  de$ra/jilid  80  kali  dan  hu$ku$man 

tambahan be$ru$pa tidak dite$rimanya ke$saksian yang be$rsangku$tan 

se$lama se$u$mu$r hidu$p  

c. Jarimah  syu$rbu$l  khamr  (minu$m-minu$man  ke$ras).  Be$ntu$k  

hu$ku$mannya yaitu$ di de$ra de$ngan du$a pe$le$pah ku$rma se$banyak e$mpat 

pu$lu $h kali  

d. Jarimah pe$ncu$rian (sariqah). Be$ntu$k hu$ku$man yaitu$ dipotong ke$du$a 

tangannya.  

e. Jarimah hirâbah (pe$rampokan). Be$ntu$k hu$ku$man yaitu$ ada be$ntu$k 

hu$ku$man: hu$ku$man mati dan disalib, hu$ku$man mati, hu $ku$man potong 

tangan dan kaki be$rsilang, hu$ku$man pe$ngasingan.  

f. Jarimah riddah (ke$lu$ar dari Islam). Be$ntu$k hu$ku$mannya adalah 

hu$ku$man mati.  

g. Jarimah Al Bagyu$ (pe$mbe$rontakan). Be$ntu$k hu$ku$mannnya adalah 

hu$ku$m bu$nu$h.39  

Dalam jarimah zina, syu $rbu$l khamar, hirâbah, riddah, dan 

pe$mbe$rontakan yang dilanggar adalah hak Allah se$mata-mata. Se$dangkan 

dalam jarimah pe$ncu$rian dan qazaf (pe$nu$du$han zina) yang  disinggu$ng di 

samping hak  Allah ju$ga te$rdapat  hak  manu$sia (individu $), akan  te$tapi  

hak Allah le$bih me$nonjol.  
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3. Jarimah Ta'zir  

Jarimah ta'zir  adalah jarimah  yang diancam de$ngan  hu$ku$man  ta'zir. 

Pe$nge$rtian ta'zir me$nu$ru$t bahasa ialah ta'dib atau$ me$mbe$ri pe$lajaran. 

Ta'zir ju$ga diartikan  ar  rad  wa  al  man'u$,  artinya me$nolak  dan  

me$nce$gah.    

Se$bagai dasar hu$ku$mnya adalah Q.S. al-Fath :9  

ِ رُوهُ وَتسَب ِحُوهُ بكْرةً وَأصِيلً    رُوهُ وَتُ وَق  ِ وَرَسُولِهِ وَتُ عَز ِ  لتُ ؤْمِنوُا باللَّه

  

Artinya :  

su$paya kamu$ se$kalian be$riman ke$pada Allah dan Rasu$l-Nya, me$ngu$atkan 

(agama)Nya, me$mbe$sarkan-Nya. Dan be$rtasbih ke$pada-Nya di waktu$ pagi 

dan pe$tang. (Q.S. al-Fath :9)  

  

Ringkasnya, hu$ku$man tajir adalah hu$ku$man yang tidak dite$ntu$kan 

ole$h syariat, me$lainkan dise$rahkan ke$pada U$ril Amri baik dalam pe$ne$tapan 

mau$pu $n pe$laksanaannya. Saat me$mu$tu$skan hu$ku$man, pihak be$rwe$nang 

hanya me$ne$tapkan hu$ku$man yang se$ragam. Artinya pe$mbe$ntu$k u$ndang-

u$ndang tidak me$ne$ntu$kan hu$ku $man bagi se$tiap tazir, me$lainkan hanya 

me$ne$tapkan re$ntang hu$ku$man dari yang paling ringan sampai yang paling 

be$rat. 

Ole$h kare$na itu$, ciri-ciri Tazir Jalima adalah se$bagai be$riku$t.  

  

a. Hu$ku$mannya  tidak  te$rte$ntu $  dan tidak  te$rbatas.  Artinya  hu$ku$man 

te$rse$bu$t be$lu$m dite$ntu$kan ole$h syara' dan ada batas minimal dan ada 

batas maksimal.  

b. Pe$ne$ntu$an hu$ku$man te$rse$bu $t adalah hak pe$ngu$asa.  
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Be$rbe$da de$ngan jarimah Hu $du$d atau$ Qisâs, ju$mlah Jarimah Ta`zir 

tidak te$tap. Se$bab ta’jil me$ncaku$p se$gala pe$rbu$atan maksiat yang tidak 

dike$nakan hu$ku$man had dan kisha, dan ju$mlahnya sangat banyak. 

Me$nge$nai ta’jil je$nis ini, Ibnu$ Taimiyah me$ngatakan bahwa pe$rbu$atan 

maksiat tidak dike$nakan hu$ku$man hadra atau$ kifarat. Misalnya me$nciu$m 

anak (de$ngan pe$nu$h nafsu$), me$nciu$m wanita lain yang bu$kan iste$rinya, 

tidu$r satu$ ranjang tanpa me$laku $kan hu$bu$ngan intim, me$makan makanan 

yang tidak halal se$pe$rti darah dan bangkai. Jill se$bagai Re$tribu$si dan 

Pe$ndidikan, Tingkat Hu$ku$man Dite$ntu$kan Pe$ngu$asa.35
  

Tu $ju$an pe$mbe$rian hak ke$pada pe$ngu$asa u$ntu$k me$ne$tapkan batas tazir 

dan hu $ku$man adalah agar me$re$ka dapat me$ngatu$r masyarakat, me$lindu$ngi 

ke$pe$ntingannya se$ndiri, dan me$nghadapi situ$asi me$ndadak de$ngan cara 

te$rbaik.   

Jarimah ta'zir Se$lain yang disyariatkan se$cara le$ngkap ole$h U$lil Amri, 

ada ju $ga hal-hal lain yang disyariatkan, se$pe$rti riba dan su$ap. Se$lain itu$, 

ke$lompok ini ju$ga me$ncaku$p Jalima Jalima yang hu$ku$mannya se$be$narnya 

dite$ntu $kan ole$h syara (Hu$du$d), namu$n syarat pe$laksanaan hu$ku$mannya 

tidak te$rpe$nu$hi. Misalnya, pe$ncu$rian yang be$lu$m se$le$sai, atau$ barang 

cu$rian, le$bih re$ndah dari nishab pe$ncu$rian (yaitu$ se$pe$re$mpat dinar).  

Be$rdasarkan u$raian pada atas, je$laslah bahwa pe$ncu$rian me$nggu$nakan 

ke$ke$rasan (pe$rampokan/hirâbah) te$rmasu$k jarimah hu $du$d. Hirâbah 

 
35 Ibnu  Taimiyah, 2 0 0 5 , Siyasah Syar'iyah, Etika  Politik  Islam, Terj.  Rofi Munawwar, 

Risalah Gusti, Surabaya, hal. 157.  
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me$ru$pakan be$ntu$k mashdar me$nu$ru$t istilah harâba – yu$hâribu$ – 

mu$hârabata – harâbata. Se$cara te$rminologis, hirâbah yg ju$a dianggap 

qattâ`u $ altarîq dide$finisikan sang be$be$rapa pe$nu$lis, diantaranya sang 

Abdu$l Qadir Au$dah, bahwa hirâbah me$ru$pakan pe$rampokan atau $ 

pe$ncu$rian be$sar, caku$pan pe$ncu$rian yg me$ncaku$p pe$rampokan itu$ dilihat 

me$nu$ru$t se$gi arti majas bu$kan arti hakikat, kare$na pe$ncu$rian itu$ me$ngambil 

(harta) se$cara se$mbu$nyi-se$mbu$nyi, se$dangkan dalam pe$rampokan 

pe$ngambilan harta dilaku$kan me$nggu$nakan cara te$rang- te$rangan. Akan 

te$tapi, me$mang bahwa dalam pe$rampokan ju$a masih ada u$nsu$r se$mbu$nyi-

se$mbu $nyi, yaitu$ dalam pe$rilaku$ pe$laku$ yg be$rse$mbu$nyi me$nu$ru$t se$se$orang 

ke$tu$a ne$gara & me$nu$ru$t ke$taatan bu$at me$njaga ke$te$rtiban & ke$amanan. 

Ole$h lantaran itu$, caku$pan makna istilah sariqah nir me$ncaku$p 

pe$rampokan ke$cu$ali me$nggu$nakan pe$ne$rangan-pe$ne$rangan lain, se$bagai 

akibatnya pe$rampokan dianggap me$nggu$nakan pe$ncu$rian be$sar, kare$na 

jika hanya dibe$ri kata pe$ncu$rian maka pe$rampokan nir masu$k pada istilah 

tadi. Ke$haru$san dibe$rikannya pe$ne$rangan te$rmasu$k tanda-tanda bahwa 

istilah tadi masu$k pada kate$gori majas.36   

Dari pe$nje$lasan di atas, pe$nu $lis me$mahami bahwa Hiraba adalah su$atu $ 

pe$rbu$atan yang dilaku$kan ole$h se$se$orang atau$ se$ke$lompok orang te$rhadap 

orang lain de$ngan tu$ju$an u$ntu$k me$ngu$asai harta milik orang lain atau$ u$ntu$k 

me$mbu$nu$hnya, baik yang dilaku$kan di dalam mau$pu$n di lu$ar ru$mah bahwa 

 
36  Abdul Qadir Audah, 1992, Al-Tasyri’ Al-Jina'i Al-Islam, Mu'assasah Al-Risalah, jilid II, 

Beirut, hal. 638.  
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ini adalah tindakan ke$ke$rasan. Korban u$ntu$k me$naku$t-naku$ti me$re$ka. 

Me$nge$nai me$naku$t-naku$ti dalam bahasa Arab, al-Sharbini me$nye$bu$tnya 

Irab dan al-Ramli me$nye$bu$tnya Ihab. Me$re$ka be$rdu$a ingin taku$t. Dalam 

hal ini, pe$laku$ me$naku$t-naku$ti korban de$ngan pe$ru$ndu$ngan, ancaman, 

kritik, dan ke$ke$rasan.  

U$nsu$r jarimah hirâbah Artinya me$ncu$ri harta be$nda tanpa 

me$nghirau$kan apakah pe$laku$ be$nar-be$nar me$rampas harta be$nda te$rse$bu$t. 

Di sini Anda dapat me$lihat de$ngan je$las pe$rbe$daan antara pe$rampokan dan 

pe$ncu$rian. Se$bab, u$nsu$r tindak pidana pe$ncu$rian adalah pe$rampasan atas 

harta be$nda itu$ se$ndiri, se$dangkan pe$rampokan dalam pe$laksanaannya 

bu$kanlah harta be$nda me$lainkan su$atu$ pe$rbu$atan lu$ar yang be$rtu$ju$an u$ntu$k 

me$rampas harta be$nda itu$. Tindakan lain apa pu$n yang me$ngancam atau$ 

me$mbu$nu$h se$se$orang. Le$bih lanju$t, dari pe$nge$rtian Hirabah yang 

dibe$rikan ole$h Abdu$l Qadir Awda di atas, je$las bahwa ada e$mpat je$nis 

ke$jahatan pe$njarahan:  

a. Ke$lu$ar  u$ntu$k  me$ngambil  harta  se$cara  ke$ke$rasan,  ke$mu$dian  pe$laku$  

hanya me$laku$kan intimidasi, tanpa me$ngambil harta dan tanpa 

me$mbu$nu$h.  

b. Ke$lu$ar u$ntu$k me$ngambil harta se$cara ke$ke$rasan, ke$mu$dian ia 

me$ngambil harta tanpa me$mbu$nu$h.  

c. Ke$lu$ar  u$ntu$k  me$ngambil  harta  se$cara  ke$ke$rasan,  ke$mu$dian  ia  

me$laku$kan pe$mbu$nu$han tanpa me$ngambil harta.  
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d. Ke$lu$ar u$ntu$k me$ngambil harta se$cara ke$ke$rasan, ke$mu$dian ia 

me$ngambil harta dan me$laku$kan pe$mbu$nu$han.  

Jika se$se$orang me$laku$kan salah satu$ dari e$mpat be$ntu$k tindak pidana 

pe$rampokan te$rse$bu$t, ia dianggap pe$rampok se$lama ia ke$lu$ar de$ngan 

maksu $d me$ncu$ri harta be$nda se$cara paksa. Namu$n, jika se$se$orang ke$lu$ar 

de$ngan maksu$d me$ncu$ri harta be$nda, namu$n tidak me$laku$kan ancaman, 

me$rampok harta be$nda, atau$ me$laku$kan pe$mbu$nu$han, maka orang te$rse$bu$t 

tidak dianggap pe$rampok, se$kalipu$n pe$rbu$atan itu$ be$lu$m dipe$rbole$hkan. 

Te$rmasu$k dalam pe$rbu$atan maksiat yang dihu$ku$m de$ngan tazir.  

Hu$ku$man te$rhadap Jalimah Hiraba dise$bu$tkan dalam Pasal 33 Su$rat 

Al-Maida dan te$rdiri dari e$mpat je$nis hu$ku$man. Hal ini be$rbe$da de$ngan 

hu$ku$man jalima pada ke$lompok Hu$du$d lainnya yang hanya me$ne$tapkan 

satu$ je$nis hu$ku$man u$ntu$k se$tiap jalima. Ke$e$mpat je$nis sanksi hilaba 

te$rse$bu $t tidak se$mu$anya dike$nakan ke$pada mu$hrib, yaitu$ se$bu$tan lain dari 

pe$ncipta hilaba, me$lainkan hu$ku $man-hu$ku$man alte$rnatif yang dijatu$hkan 

te$rgantu$ng pada je$nis hilaba yang dilaku$kan.  Ole$h  kare$na  itu$,  be$ntu$k  

jarimah  hirâbah  ada  e$mpat  macam,  se$su$ai de$ngan  banyaknya  sanksi  

yang  te$rse$dia  di  dalam  Al-Qu$r'an.  Ke$e$mpat  macam hu $ku$man jarimah 

hirâbah te$rse$bu$t dije$laskan dalam Al-Qu$r'an:  
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Artinya: “Se$su$nggu$hnya hu$ku$man bagi orang-orang yang me$me$rangi 

Allah dan Rasu$l-Nya dan me$mbu$at ke$ru$sakan di mu$ka bu$mi, me$re$ka 

dibu$nu $h atau$ disalib atau$ dipotong tangan dan kakinya se$cara be$rsilang 

atau$ dibu$ang dari ne$ge$ri te$mpat me$re$ka tinggal. Yang de$mikian itu$ se$bagai 

pe$nghinaan bagi me$re$ka di du$nia dan di akhirat me$re$ka me$ndapatkan 

siksaan yang be$sar." (Q.S. AlMa'idah: 33).37  

  

Dari ayat di atas kita dapat me$lihat e$mpat je$nis hu$ku$man yang te$rkait 

de$ngan tindak pidana hiraba atau$ pe$rampokan. Ke$e$mpat hu$ku$man te$rse$bu$t 

adalah hu$ku$man mati, e$kse$ku$si dan pe$nyaliban, mu$tilasi, dan pe$ngu$siran dari 

masyarakat.    

  

  

    

  

 
37 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, 1996, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

Departemen Agama, hal. 164  
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BAB III  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  

A. Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian 

Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Demak  

Ne$gara Indone$sia adalah ne$gara yang be$rdasarkan hu$ku$m, bu$kan se$ke$dar 

ke$ku$asaan. Dalam du$nia hu$ku$m, te$rkadang timbu$l ke$tidakse$su$aian dalam 

prose$s pe$njatu$han hu$ku$man pidana te$rhadap pe$laku$ dalam satu$ pe$rkara yang 

sama, yang biasa dise$bu$t de$ngan pidana ke$timpangan, se$hingga me$ngakibatkan 

le$mbaga pe$radilan tidak lagi dipe$rcaya atau$ dipandang se$bagai miliknya itu$ 

tidak mu$ngkin lagi. Bagi me$re$ka, de$ngan kata lain, te$rjadi ke$gagalan siste$m 

pe$radilan pidana. Ke$timpangan pidana se$kilas tampak se$bagai be$ntu$k 

ke$tidakadilan yang dilaku$kan hakim te$rhadap pe$ncari ke$adilan. Te$ntu$ saja 

masyarakat pada u$mu$mnya akan me$mbandingkan pu$tu$san hakim dan me$lihat 

adanya disparitas pe$ne$gakan hu$ku$m di Indone$sia.  

Disparitas pidana bu$kan hanya te$rjadi di Indone$sia, yang te$rmasu$k dalam 

ke$lu$arga hu$ku$m E$ropa kontine$ntal dan tidak me$ngaku$i siste$m pre$se$de$n. 

Hampir se$tiap ne$gara di du$nia me$nghadapi masalah ke$se$njangan kriminal. 

Ke$se$njangan pe$radilan pidana, yang dise$bu$t de$ngan disparitas hu$ku$man yang 

me$re$sahkan, me$me$rlu$kan pe$rhatian le$mbaga le$gislatif dan le$mbaga lain yang 

te$rlibat dalam siste$m administrasi pe$radilan pidana u$ntu$k me$nye$le$saikan 

pe$rmasalahan ini.  

Prose$s pe$nyu$su$nan pe$ratu$ran hu $ku$m ju$ga dipe$ngaru$hi ole$h be$lu$m adanya 

standar pe$nge$mbangan sanksi pidana. Ke$pu$tu$san yang timpang ``mu$ngkin 
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saja'' se$jak awal kare$na pe$ratu$ran hu$ku$m yang dite$tapkan pe$me$rintah dan DPR 

me$mbe$ri ru $ang bagi ke$pu$tu$san yang timpang. Tidak mu$ngkin me$nghilangkan 

se$pe$nu$hnya pe$rbe$daan ke$pu$tu$san hakim dalam pe$rkara yang sama. U$ntu$k 

me$ngatasi ke$tidakpu$asan te$rhadap hu$ku$man hakim yang be$rbe$da u$ntu$k 

ke$jahatan yang sama, pe$rlu$ diu$payakan u$ntu$k me$mastikan hu$ku $man yang te$pat 

dan harmonis. Namu$n ke$se$ragaman mu$tlak te$rse$bu$t tidak dimaksu$dkan kare$na 

me$langgar prinsip ke$be$basan pe$radilan. Yang pe$nting adalah 

me$mpe$rtimbangkan rasa ke$adilan dari me$re$ka yang te$rbu$kti be$rsalah, dan 

me$njaga ke$se$imbangan antara hu$ku$man dan rasa ke$adilan di masyarakat, agar 

tidak me$ru $gikan pe$mbangu$nan ne$gara. Harmonisasi ini me$me$rlu$kan pe$doman 

pe$midanaan. Ame$rika Se$rikat, Finlandia, Swe$dia, dan Se$landia Baru$ te$rmasu$k 

di antara ne$gara-ne$gara yang te$lah me$ngadopsi dan me$ne$rapkan pe$doman 

hu$ku$man ini.  

Me$nyadari pe$ntingnya pe$doman pe$midanaan, para pe$mbu$at u$ndang-

u$ndang me$masu$kkannya ke$ dalam rancangan KU$HP se$bagai bagian dari 

re$formasi hu$ku$m pidana nasional. Pe$doman pe$midanaan me$mu $dahkan hakim 

dalam me$mu$tu$s su$atu$ pidana se$te$lah te$rbu$kti te$rdakwa me$laku$kan tindak 

pidana yang didakwakan. Kare$na Pe$doman Pe$midanaan me$mu$at aspe$k obje$ktif 

me$nge$nai hal-hal yang be$rkaitan de$ngan pe$laku$ tindak pidana, maka de$ngan 

me$mpe$rtimbangkan aspe$k-aspe$k te$rse$bu$t akan me$njadikan hu$ku$man le$bih 

proporsional dan me$nje$laskan me$ngapa hu$ku$man te$rse$bu$t me$ru$pakan hasil 

pu$tu$san hakim. Pe$doman pe$mbe$rian hu$ku$man tidak se$pe$nu$hnya 
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me$nghilangkan ke$se$njangan dalam pe$radilan pidana, namu $n ke$se$njangan 

te$rse$bu$t haru$s masu$k akal.  

Pe$doman pe$midanaan diatu$r dalam Pasal 56 Jilid I Rancangan KU$HP yang 

me$wajibkan hakim me$mpe$rtimbangkan ke$salahan pe$laku$, motif dan tu$ju$an 

me$laku$kan tindak pidana, se$rta sikap batin dalam me$ngambil ke$pu$tu$san. 

Ke$pribadian pe$laku$, baik ke$jahatan yang dire$ncanakan atau$ tidak, cara tindak 

pidana, sikap dan tingkah laku$ pe$laku$ se$te$lah me$laku$kan tindak pidana, pola 

asu$h pe$laku$ dan ke$adaan sosial e$konomi, se$rta pe$ngaru$h tindak pidana te$rse$bu$t 

me$mpe$ngaru$hi masa de$pan korban dan ke$lu$arganya, pe$ngampu $nan korban dan 

ke$lu$arganya, se$rta pandangan masyarakat te$rhadap ke$jahatan yang dilaku$kan. 

Sangat pe$nting bagi Badan Le$gislatif u$ntu$k me$ne$kankan pe$doman pe$mbe$rian 

hu$ku$man ini se$hingga, me$skipu$n hakim me$mpu$nyai ke$be$basan, me$re$ka masih 

tu$ndu$k pada batasan obye$ktif ke$tika me$njatu$hkan hu$ku$man.  

Pe$midanaan te$rhadap pe$laku$ dapat te$rjadi apabila syarat-syarat dari 

pe$njatu$han pidana te$rpe$nu$hi. Syarat pe$njatu$han pidana atau $ syarat u$ntu$k 

adanya pidana yakni haru$s ada pe$rbu$atan/ tindak pidana (crimanl act) dan 

pe$rtanggu$ngjawaban pidana (criminal re$sponsibility).38  

Pe$rtanggu$ngjawaban pidana me$miliki syarat yang haru$s dipe$nu$hi, yakni :  

1. Adanya ke$mampu$an be$rtanggu$ng jawab.   

2. Adanya ke$salahan atau$ hu$bu$ngan batin si pe$mbu$at de$ngan pe$rbu$atannya 

yang dapat be$ru$pa ke$se$ngajaan (dolu$s) mau$pu$n ke$alpaan (cu $lpa).   

3. Tidak adanya alasan pe$nghapu$s ke$salahan  

 
38 Tongat. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan.  

UMM Press. Malang. hal 97  
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De$ngan de$mikian, syarat-syarat pe$njatu$han pidana atau$ pe$midanaan yakni:  

1. Pe$rbu$atan yang be$rsifat me$lawan hu$ku$m  

2. Ke$salahan atau$ hu$bu$ngan batin si pe$mbu$at de$ngan pe$rbu$atannya yang dapat 

be$ru$pa ke$se$ngajaan (dolu$s) mau$pu $n ke$alpaan (cu$lpa).   

3. Adanya ke$mampu$an be$rtanggu$ng jawab   

4. Tidak te$rdapat alasan pe$nghapu$s ke$salahan.  

Be$rdasarkan ke$te$ntu$an-ke$te$ntu$an te$rse$bu$t, pe$nu$lis be$rargu $me$ntasi bahwa 

ke$timpangan pidana pe$nting dalam syarat-syarat pe$midanaan kare$na syarat-

syarat u$ntu $k me$njatu$hkan hu$ku$man ke$pada pe$laku$ dapat dipe$nu$hi se$cara 

be$rbe$da-be$da, se$hingga me$nimbu$lkan hu$ku$man yang be$rbe$da dan tidak se$tara. 

Salah satu$nya dapat dite$mu$kan me$nge$nai ke$salahan atau$ kaitan inte$rnal de$ngan 

tindakan pe$nu$lis. Dalam hal ini be$ru$pa ke$se$ngajaan (dolu$s) atau$ ke$lalaian 

(cu$lpa), dalam hal ini masing-masing pe$laku$ atau$ se$tiap ke$jadian. Ada 

pe$rbe$daan.  

Dalam hal ini, pe$nu$lis me$nge$mu$kakan du$a pu$tu$san yang me$nu$ru$tnya 

me$narik. Se$bab, dalam ke$du$a pu$tu $san te$rse$bu$t, pe$rbu$atan te$rdakwa sama, 

modu$s ope$randinya sama, dan pu$tu$sannya be$rbe$da, me$ski dipu$tu$skan di 

pe$ngadilan yang sama. De$mikian pu$la, hal ini biasa dise$bu$t se$bagai Disparitas 

Pidana. pu$tu$san Nomor 182/Pid. B/2022/PN Dmk dan Pu$tu$san Nomor 240/Pid. 

B/2023/PN Dmk.  

    

1. Putusan Nomor 182/Pid. B/2022/PN Dmk  

Bahwa te$rdakwa U$LU$L AZMI, S.Pd., alias U$LU$L bin ZAE$D pada hari 

Se$nin tanggal 1 Agu$stu$s 2022 se$kira pu$ku$l 09.30 WIB atau$ se$tidak-

tidaknya pada su$atu$ waktu$ lain dalam tahu$n 2022 be$rte$mpat di samping 
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ru $mah saksi SITI KU$MAIROH binti BU$SRI (alm) yang be$ralamatkan 

di De$sa Tamansari Rt. 02 Rw. 03 Ke$camatan Mrangge$n Kabu$pate$n 

De$mak atau$ se$tidak-tidaknya di te$mpat lain yang masih te$rmasu$k dalam 

dae$rah hu$ku$m Pe$ngadilan Ne$ge$ri De$mak yang be$rwe$nang me$me$riksa 

dan me$ngadili pe$rkaranya, te$lah me$laku$kan pe$rbu$atan “Me$ngambil 

barang se$su$atu$ be$ru$pa kalu $ng e$mas de$ngan be$rat 2,85 gram be$se$rta 

liontinnya de$ngan be$rat 1,13 gram, yang se$lu$ru$hnya atau$ se$bagian 

ke$pu$nyaan orang lain yaitu$ milik saksi korban SITI KU$MAIROH binti 

BU$SRI (alm) atau$ se$tidak-tidaknya bu$kan milik te$rdakwa, de$ngan 

maksu$d u$ntu$k dimiliki se$cara me$lawan hu$ku$m, yang didahu$lu$i, dise$rtai 

atau$ diiku$ti de$ngan ke$ke$rasan atau$ ancaman ke$ke$rasan, te$rhadap orang, 

de$ngan maksu$d u$ntu$k me$mpe$rsiap atau$ me$mpe$rmu$dah pe$ncu$rian, atau $ 

dalam hal te$rtangkap tangan, u$ntu$k me$mu$ngkinkan me$larikan diri 

se$ndiri atau$ pe$se$rta lainnya, atau$ u$ntu$k te$tap me$ngu$asai barang yang 

dicu$rinya”, Pe$rbu$atan te$rse$bu$t Te$rdakwa laku$kan de$ngan cara se$bagai 

be$riku$t :           

 

 Bahwa pada hari Se$nin tanggal 1 Agu$stu$s 2022 se$kira pu$ku$l 05.00 wib 

Te$rdakwa U$LU$L AZMI, S.Pd., alias U$LU$L bin ZAE$D be$rangkat dari 

ru $mah me$nu$ju$ ke$ ru$mah te$mannya di dae$rah Kawe$nge$n U$ngaran Kab. 

Se$marang de$ngan me$nge$ndarai 1 (satu$) u$nit Se$pe$da Motor Honda Be$at 

warna hitam Tahu$n 2016 No. Pol. : H-4745-MS gu$na me$minjam u$ang 

u$ntu$k me$mbayar hu$tang ke$pada te$man, namu$n te$rdakwa tidak 

me$ndapatkan pinjaman, ke$mu$dian se$kira pu$ku$l 07.00 wib te$rdakwa 

be$rangkat dari dae$rah Kawe$nge$n me$nu$ju$ ke$ De$sa Tamansari Ke$camatan 

Mrangge$n Kabu$pate$n De$mak ke$ ru$mah te$man, se$sampainya di de$sa 

Tamansari te$rdakwa me$lihat saksi SITI KU$MAIROH binti BU$SRI 

(alm) yang se$dang me$nu$nggu$i anaknya be$rmain pasir di pinggir jalan 

dan me$makai kalu$ng di le$he$rnya, ke$mu$dian te$rdakwa le$wati dahu$lu$ dan 

te$ru$s be$rjalan me$nu$ju$ ke$ arah u$tara, ke$mu$dian se$kitar jarak 200 (du$a 

ratu$s) me$te$r te$rdakwa ke$mbali lagi me$ndatangi saksi SITI KU$MAIROH 

binti BU$SRI (alm) u$ntu$k be$rpu$ra-pu$ra be$rtanya alamat orang yang 

be$rnama AGU$NG anak baku$l be$ras yang ru$mahnya de$kat masjid 

Tamansari, ke$mu$dian saksi SITI KU$MAIROH binti BU$SRI (alm) 

me$njawab “tidak tahu$”, ke$mu$dian datang saksi AFWAN HADI 

SU$ROHMAN alias WAWAN bin SU$PARDI (alm) de$ngan 

me$nge$ndarai Se$pe$da Motor yang me$nje$laskan jika orang yang te$rdakwa 

maksu$d te$rse$bu$t tidak ada di De$sa Tamansari, ke$mu$dian te$rdakwa 

ke$mbali be$rjalan me$nu$ju$ ke$ arah u$tara, se$lanju$tnya se$te$lah saksi 

AFWAN HADI SU$ROHMAN alias WAWAN bin SU$PARDI (alm) 

be$rjalan se$kitar 50 me$te$r lalu$ te$rdakwa me$nyalakan se$pe$da motor dan 

langsu$ng me$narik se$u$ntai kalu$ng e$mas de$ngan be$rat 2,85 gram be$se$rta 

liontinnya de$ngan be$rat 1,13 gram yang dipakai ole$h saksi SITI 

KU$MAIROH binti BU$SRI (alm) hingga kalu$ng yang dipakai saksi SITI 

KU$MAIROH binti BU$SRI (alm) te$rle$pas / be$rpindah tangan dalam 
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pe$ngu$asaan te$rdakwa, namu $n se$be$lu$m te$rdakwa be$rhasil kabu$r, saksi 

SITI KU$MAIROH binti BU$SRI (alm) me$narik jake$t dan kaos yang 

dipakai te$rdakwa sambil be$rte$riak “mana kalu$ngku$”, se$hingga te$rdakwa 

te$rjatu$h dari Se$pe$da Motor, ke$mu$dian te$rdakwa me$ndirikan se$pe$da 

motor dan me$le$paskan kalu $ng yang te$rdakwa rampas dan te$rdakwa 

be$ru$saha kabu$r de$ngan naik se$pe$da motor Honda Be$at yang te$rdakwa 

bawa, namu$n saksi SITI KU$MAIROH binti BU$SRI (alm) me$narik 

bagian be$lakang Se$pe$da Motor Honda Be$at warna hitam Tahu$n 2016 

No. Pol. : H-4745-MS yang te$rdakwa ke$ndarai sambal be$rte$riak “maling 

maling” hingga saksi SITI KU$MAIROH binti BU$SRI (alm) te$rse$re$t 

se$jau$h ku$rang le$bih 10 me$te$r, ke$mu$dian te$rdakwa te$rjatu$h lagi dari 

se$pe$da motor dan diamankan ole$h saksi AFWAN HADI SU$ROHMAN 

alias WAWAN bin SU$PARDI (alm), saksi MU$HAMAD MAHE$SA 

AGU$NG SAPU$TRA bin MU$HAMAD NADHIB dan saksi SU$NARKO 

bin NYONO yang se$dang me$laku$kan ke$giatan pe$mbangu$nan gorong-

gorong di De$sa Tamansari, se$lanju$tnya saksi SU$NARKO bin NYONO 

yang me$ru$pakan anggota Polse$k Mrangge$n me$mbawa te$rdakwa be$se$rta 

barang bu$kti ke$ Polse$k Mrangge$n gu$na pe$me$riksaan le$bih lanju$t.  

 

 Bahwa akibat pe$rbu$atan te$rdakwa, saksi SITI KU$MAIROH binti 

BU$SRI (alm) me$ngalami lu$ka le$ce$t di kaki dan tangannya kare$na 

te$rse$re$t se$pe$da motor te$rdakwa se$jau$h ku$rang le$bih 10 me$te$r.  

 

 Bahwa Te$rdakwa dalam me$laku$kan pe$rbu$atannya te$rse$bu$t tanpa se$ijin 

pe$miliknya yaitu$ saksi SITI KU$MAIROH binti BU$SRI (alm).  

 

 Bahwa akibat pe$rbu$atan Te$rdakwa, saksi SITI KU$MAIROH binti 

BU$SRI (alm) me$ngalami ke$ru$gian ku$rang le$bih se$be$sar Rp.1.500.000,- 

(satu$ ju$ta lima ratu$s ribu$ ru$piah).  

 

 Pe$rbu$atan Te$rdakwa diatu$r dan diancam pidana se$bagaimana dimaksu$d 

dalam Pasal 365 ayat (1) KU$HP 

  

2. Putusan Nomor 240/Pid. B/2023/PN Dmk.  

.  

Se$kira pu$ku$l 10.00 Wib, atau$ se$tidak-tidaknya pada su$atu$ waktu$ yang 

masih dalam bu$lan Se$pte$mbe$r tahu$n 2023, be$rte$mpat di Jalan Raya Ds. 

Sidoku$mpu$l Ke$c. Gu$ntu$r kab. De$mak  atau$ pada su $atu$ te$mpat yang 

masih te$rmasu$k dalam dae$rah hu$ku$m Pe$ngadilan Ne$ge$ri De$mak yang 

be$rwe$nang me$me$riksa dan me$ngadili pe$rkaranya, me$ngambil barang 

se$su$atu$, yang se$lu$ru$hnya atau$ se$bagian ke$pu$nyaan orang lain, de$ngan 

maksu$d u$ntu$k dimiliki se$cara me$lawan hu$ku$m, yang didahu$lu$i, dise$rtai 
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atau$ diiku$ti de$ngan ke$ke$rasan atau$ ancaman ke$ke$rasan, te$rhadap orang 

de$ngan maksu$d u$ntu$k me$mpe$rsiapkan atau$ me$mpe$rmu$dah pe$ncu$rian, 

atau$ dalam hal te$rtangkap tangan, u$ntu$k me$mu$ngkinkan me$larikan diri 

se$ndiri atau$ pe$se$rta lainnya, atau$ u$ntu$k te$tap me$ngu$asai barang yang 

dicu$ri , yang mana pe$rbu$atan te$rse$bu$t dilaku$kan de$ngan cara cara dan 

ke$jadiannya se$bagai be$riku$t :  

 

Bahwa awal mu$lanya pada hari Rabu$ tanggal 06 Se$pte$mbe$r 2023 se$kira 

pu $ku$l 10.00 Wib te$rdakwa AHMAD SAHAL Bin SHOBIRIN yang 

su $dah be$rniat u$ntu$k me$laku $kan pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan (jambre$t) 

be$rjalan dari ru$mah te$rdakwa  me$nggu$nakan se$pe$da motor Vario 125 

de$ngan No.Pol H-5584-BJE$ warna me$rah Tahu$n 2019, NoKa : 

MH1JM4111KK359690, No Sin : JM41E$1359364 atas nama AHMAD 

SAHAL. Te$rdakwa de$ngan me$nge$ndarai motor be$rjalan ke$ arah Ds. 

Gaji, se$te$lah itu$ be$lok ke$arah kanan ke$arah Ds. Sidoku $mpu$l 

Bahwa Te$rdakwa me$lihat saksi korban SU$RATI Binti JATMIKO 

me$nge$nakan kalu$ng e$mas di le$he$rnya , saksi korban pada saat itu$ 

me$nge$ndarai motor Vario hitam baru$ saja pu$lang be$rbe$lanja   di toko 

U$SWATU$N yang be$ralamat di jalan Raya De$sa  Sidoku$mpu$l te$patnya 

di Ds. Sidoku$mpu$l Ke$c. Gu$ntu$r Kab. De$mak. Te$rdakwa te$ru$s 

me$mbu$ntu$ti saksi korban sampai de$ngan di Jalan Raya De$sa 

Sidoku$mpu$l te$patnya di Ds. Sidoku$mpu$l Ke$c. Gu$ntu$r Kab. De$mak  

ke$mu$dian saat ke$adaan se$pi te$rdakwa yang  be$rada di be$lakang saksi 

korban de$ngan tangan kirinya me$ne$pu$k be$lakang le$he$r saksi korban 

ke$mu$dian me$narik kalu$ng e$mas yang dike$nakan ole$h saksi korban 

hingga pu$tu$s. Te$rdakwa me$larikan diri ke$arah Ds. Pamongan de$ngan 

me$mbawa se$te$ngah bagian kalu$ng milik saksi korban yang te$rdakwa 

simpan di dashboard motor te$rdakwa. 

Bahwa saksi TAU$FAN TIATMOKO Bin TE$GU$H yang me$mbonce$ng 

sanksi RE$ZA AGIL MAHE$NDRA Bin YU$LIANTO yang saat itu$ 

be$rada di be$lakang te$rdakwa me$lihat te$rdakwa me$njambre$t kalu$ng mas 

milik saksi korban. Saksi TAU$FAN dan saksi RE$ZA me$nge$jar te$rdakwa 

dan se$sampai di pe$re$mpatan Dk. Ge$ndol Ds. Sarire$jo   saksi Re$za  

me$ncoba me$nde$kati te$rdakwa dari se$be$lah kanan sambal be$rkata hai 

kamu$ ambil kalu$ng milik ibu$ tadi  te$rdakwa mu$lai panik lalu$ me$ncoba 

kabu$r. Dipe$re$mpatan Ds Pamongan te$rdakwa be$lok ke$ kiri ke$arah 

Gu $ntu$r namu$n te$rdakwa  me$nabrak pe$nge$ndara lain se$hingga te$rdakwa 

te$rjatu$h. Saksi TAU$FAN dan saksi RE$ZA be$se$rta warga be$rhasil 

me$nangkap te$rdakwa.  Saksi FAU$ZAN ke$mu$dian me$lihat di dashboard 

kiri motor te$rdakwa ada potongan kalu$ng e$mas. Te$rdakwa se$lanju$tnya 

dise$rahkan ke$pada pihak Polse$k Gu$ntu$r be$se$rta barang bu$kti yaitu$ 

se$te$ngah bagian kalu$ng mas milik saksi korban. 

Bahwa akibat ke$jadian te$rse$bu$t saksi korban SU$RATI Binti JATMIKO 

me$ngalami ke$ru$gian mate$riil se$kitar Rp. 6.300.000,- (E$nam ju$ta tiga 

ratu$s ribu$ ru$piah) dan le$he$r be$lakang saksi korban me$ngalami lu$ka le$ce$t. 
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 Pe$rbu$atan te$rdakwa se$bagaimana diatu$r dan diancam pidana dalam Pasal 

365 ayat (1) KU$HPidana.  

Tindak pidana pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan se$bagaimana yang 

diu$raikan di atas me$ru$pakan satu$ ke$satu$an tindak pidana dan bu$kan te$rdiri 

dari 2 (du$a) tindak pidana, yaitu$ tindak pidana pe$ncu$rian dan tindak pidana 

ke$ke$rasan. Tindak pidana pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan se$bagaimana yang 

diatu$r dalam Pasal 365 KU$HP me$ru$pakan tindak pidana pe$ncu$rian yang 

didahu$lu $i, dise$rtai atau$ diiku$ti de$ngan ke$ke$rasan de$ngan maksu$d u$ntu$k 

me$ncapai tu$ju$an dilaku$kannya tindak pidana itu$ se$ndiri. Se$lanju$tnya, 

ke$ke$rasan yang dimaksu$dkan disini me$ru$pakan pe$rbu$atan yang 

me$nggu $nakan te$naga badan yang tidak ringan. Te$naga badan adalah 

ke$ku$atan fisik yang ditu$ju$kan ke$pada manu$sia dan bu $kan ke$ke$rasan 

te$rhadap barang.  

Be$rdasarkan be$be$rapa pu$tu$san diatas, dapat te$rlihat te$lah te$rjadi 

disparitas pidana  yang  je$las de$ngan dasar dakwaan yang sama yaitu$ 

dakwaan Jaksa Pe$nu$ntu$t U$mu$m me$nganai Pasal 365 ayat (1) dan ke$-2  

KU$HP. Me$skipu$n dakwaan Jaksa Pe$nu$ntu$t U$mu$m sama, namu$n te$rnyata 

pu$tu$san hakimnya be$rbe$da-be$da se$hingga me$nimbu$lkan adanya disparitas 

pidana. Bahwa se$be$lu$m se$se$orang hakim itu$ me$mu$tu$s su$atu$ pe$rkara, 

te$rmasu $k pe$rkara pe$ncu$rian, maka dalam pu$tu$sannya sangat dipe$ngaru$hi 

ole$h su$rat dakwaan dan tu$ntu$tan yang dibu$at ole$h Jaksa Pe$nu$ntu$t U$mu$m, 

me$skipu $n tidak me$ngikat.  
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Hal lain yang pe$rlu$ dike$tahu$i se$lain be$rdasar pada su$rat dakwaan dan 

tu$ntu$tan yang dibu$at ole$h Jaksa Pe$nu$ntu$t U$mu$m bahwa be$sarnya sanksi 

pidana ju$ga te$rgantu$ng dari cara me$laku$kan tindak pidana se$rta pe$nggu$naan 

alat. Pe$midanaan yang dilaku $kan ole$h hakim ju$ga didasari ole$h 

pe$rtimbangan me$nge$nai cara me$laku$kan tindak pidana atau$ dise$bu$t de$ngan 

modu$s ope$randi. Se$tiap tindak pidana me$mpu$nyai modu$s ope$randi yang 

be$rbe$da.  

Disparitas pidana be$rkaitan de$ngan pe$ne$ntu$an sanksi pidana. 

Pe$mbicaraan  masalah pe$ne$ntu$an sanksi pidana dalam hu$ku$m pidana te$rkait 

de$ngan e$mpat aspe$k-pe$rtama, pe$ne$rapan pe$rbu$atan yang dilarang; ke$du$a, 

pe$ne$tapan ancaman sanksi pidana te$rhadap pe$rbu$atan yang dilarang; ke$tiga, 

tahap pe$njatu$han pidana pada su $bje$k hu$ku$m (se$se$orang atau$ korporasi); 

ke$e$mpat, tahap pe$laksanaan pidana. Ke$e$mpat aspe$k  te$rse$bu $t te$rkait antara 

satu$ de$ngan lainnya dan me$ru$pakan satu$ jalinan dalam wadah  siste$m hu$ku$m 

pidana.39  

Tidak se$mu$a disparitas pidana be$rpe$ngaru$h ne$gatif te$rhadap pe$laku $ 

tindak pidana dan te$rhadap masyarakat bahwa jika tidak ada disparitas maka 

tidak akan me$nimbu$lkan e$fe$k je$ra. 

Pe$ngaru$h disparitas pidana te$rhadap tu$ju$an pe$midanaan tindak pidana 

pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan adalah agar pe$laku$ tidak  me$ngu$langi lagi, 

 
39 Mudzakkir, "1993, Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana," Makalah disampaikan 

pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan  

Hukum Pidana Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII,Yogyakarta, hal. 2  
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me$mpe$rbaiki diri, dan masyarakat tidak iku$t-iku$tan me$laku$kan tindak 

pidana. Pe$rnyataan yang tidak jau $h be$rbe$da bahwa pe$ngaru $h aliran-aliran 

dalam konse$p pe$midanaan  te$rhadap hakim-hakim di Indone$sia dalam 

me$ne$rapkan pidana adalah su$paya pe$laku$ tidak me$laku$kan lagi. 

Me$nu$ru$t pe$ne$liti, tidak se$mu $a disparitas pidana be$rpe$ngaru$h ne$gatif 

te$rhadap pe$laku$ tindak pidana dan te$rhadap masyarakat. Hal itu$ te$rgantu$ng, 

apakah hakim te$lah me$ne$rapkan pidana de$ngan dasar pe$mbe$naran yang 

je$las.    

Me$nce$rmati informan lainnya se$bagaimana te$lah dise$bu$t se$be$lu$mnya, 

dapat disimpu$lkan bahwa jika landasan pe$mbe$narannya je$las de$ngan 

me$mpe$rhatikan aspe$k yu$ridis, sosiologis dan filosofis, maka pe$ne$rapan  

pidana yang be$rbe$da adalah se$bu$ah konse$ku$e$nsi hu$ku$m. Yang pe$nting 

hakim haru$s  konsiste$n dalam me$nganu$t su$atu$ aliran, apakah aliran mode$rn, 

klasik atau$ ne$o klasik atau$ gabu$ngan ke$tiganya. Di sini hakim haru$s 

me$ne$rima de$ngan se$gala konse$ku$e$nsinya dari me$nganu$t su$atu$ aliran.  

Hakim haru$s konsiste$n dalam be$rpe$gang pada aliran te$rte$ntu$, dan haru$s 

be$tu$l-be$tu$l me$mahami isi ajaran aliran te$rse$bu$t, namu$n de$mikian, jika 

hakim me$ne$rapkan pidana yang be$rbe$da te$rhadap tindak pidana yang sama 

atau$ te$rhadap tindak-tindak pidana yang sifat be$rbahayanya dapat 

dipe$rbandingkan tanpa dasar pe$mbe$naran yang je$las, maka ini bisa be$rakibat 

fatal. Akibatnya se$bagai be$riku$t:  

1. Dampak te$rhadap pe$laku$ tindak pidana   

a. pe$laku$ tindak pidana tidak akan lagi me$nghargai hu$ku $m   
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b. timbu$lnya de$moralisasi    

c. sikap anti re$habilitasi    

2. Dampak te$rhadap masyarakat   

a. Hilangnya ke$pe$rcayaan masyarakat te$rhadap para pe$ne$gak hu$ku$m   

b. Masyarakat me$nganggap tidak ada ke$adilan hu$ku$m   

c. Masyarakat me$nganggap tidak ada ke$pastian hu$ku$m  

Pu$tu$san pu$tu$san pe$rkara pidana me$nge$nal adanya su$atu$ ke$se$njangan 

dalam pe$njatu$han pidana yang le$bih dike$nal de$ngan disparitas. Disparitas 

pidana dipe$rse$psi pu$blik se$bagai bu $kti ke$tiadaan ke$adilan (socie$tal ju$stice$), 

se$cara yu$ridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap te$lah me$langgar hu$ku$m, 

me$skipu$n de$mikian se$ringkali orang me$lu$pakan bahwa e$le$me$n “ke$adilan” 

pada dasarnya haru$s me$le$kat pada pu$tu$san yang dibe$rikan ole$h hakim. 40 

Disparitas pu$tu$san hakim atau$ dike$nal de$ngan istilah disparitas pidana 

(disparity of se$nte$ncing) akan be$rakibat fatal, bilamana dikaitkan de$ngan 

administrasi pe$mbinaan narapidana.  

Te$rpidana se$te$lah me$mbandingkan antara pidana yang dike$nakan 

ke$padanya de$ngan yang dike$nakan ke$pada orang-orang lain ke$mu$dian me$rasa 

me$njadi korban (victim) dari ke$tidakpastian atau$ ke$tidakte$ratu $ran pe$ngadilan 

akan me$njadi te$rpidana yang tidak me$nghargai hu$ku$m, padahal pe$nghargaan 

te$rhadap hu$ku$m te$rse$bu$tme$ru$pakan salah satu$ hasil yang ingin dicapai di 

dalam tu$ju $an pe$midanaan.41 Walau$pu $n te$rdapat banyak proble$ma yang mu$ncu$l 

 
40 Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina 

Aksara, Jakarta, hal. 75.  
41 Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-teori dan kebijakan pidana, Cetakan keempat, 

Bandung, hal. 54.  
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kare$na adanya disparitas pidana ini, khu$su$snya di kalangan masyarakat awam 

yang ku$rang me$lihat sampai ke$pada sisi yang te$rdalam atau$ bagi te$rhu$ku$m 

se$ndiri kare$na me$rasa pe$rbe$daan pe$njatu$han pu$tu$san ini se$bagai se$su$atu$ yang 

tidak adil, te$tapi ada be$be$rapa ahli hu$ku$m yang tidak se$pe$ndapat bahwa 

disparitas pidana ini hanya me$mbawa dampak ne$gatif se$hingga haru$s 

diminimalisasi, me$re$ka tidak me$mandang disparitas pidana se$bagai su$atu$ 

ke$salahan atau$ cacat tu$bu$h dalam pe$ne$gakkan hu$ku$m Indone$sia.  

Disparitas Pidana Dalam Pu$tu$san Pe$rkara Tindak Pidana Pe$ncu$rian 

De$ngan Ke$ke$rasan Di Pe$ngadilan Ne$ge$ri De$mak maka tidak dapat dipu$ngkiri 

bahwa masalah pe$ne$tapan sanksi pidana dan tindakan  pada tahap ke$bijakan 

le$gislasi, pe$ru$mu$san ke$te$ntu$an sanksinya banyak dipe$ngaru$hi ole$h konse$p atau$ 

rancangan u$ndang-u$ndang yang diaju $kan ke$ le$mbaga le$gislatif te$rse$bu$t.  

Pe$ngaru$h yang paling me$nonjol adalah ke$be$ragaman je$nis dan be$ntu$k 

sanksinya.  

  

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam 

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Demak   

Mahkamah Agu$ng RI se$bagai badan te$rtinggi pe$laksana ke$ku$asaan 

ke$hakiman yang me$mbawahi e$mpat badan pe$radilan dibawahnya te$lah 

me$ne$ntu$kan bahwa pu$tu$san hakim haru$s me$mpe$rtimbangkan se$gala aspe$k  

yang be$rsifat yu$ridis, filosofis, dan sosiologis.42  

 
42 Mahkamah Agung RI, 2006, Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan 

Makalah berkaitan, Pusdiklat MA RI,Jakarta, hal. 2.  
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Aspe$k yu$ridis me$ru$pakan aspe$kpe$rtama dan u$tama de$ngan be$rpatokan 

pada u$ndang-u$ndang yang be$rlaku$. Hakim se$bagai aplikator u $ndang-u$ndang 

haru$s me$mahami u$ndang-u$ndang de$ngan me$ncari u$ndang-u$ndang yang 

be$rkaitan de$ngan pe$rkarayang se$dang dihadapi. Hakim harisme$nilai apakah 

u$ndang-u$ndang itu$ adil, ada ke$manfaatannya atau$ me$mbe$rikan ke$pastian 

hu$ku$m jika dite$gakkan, se$bab salah satu$ tu$ju$an hu$ku$m itu$ u $nsu$rnya adalah 

me$nciptakan ke$adilan.  

Aspe$k filosofis me$ru$pakan aspe$k yang be$rintikan pada ke$be$naran dan 

ke$adilan, se$dangkan aspe$k sosiologis pe$ne$rapannya sangat me$me$rlu$kan 

pe$ngalaman dan pe$nge$tahu$an yang lu$as se$rta ke$bijaksanaan yang mampu$ 

me$ngiku$ti nilai-nilai hu$ku$m dalam masyarakat yang te$rabaikan. Je$las 

pe$ne$rapannya sangat su$lit kare$na tidak me$ngiku$ti asas le$galitas dan tidak 

te$rikat pada siste$m. Pe$ncantu$man ke$tiga u$nsu$r te$rse$bu$t tidak lain agar pu$tu$san 

dianggap adil dan dite$rima masyarakat.  

Pe$ncu $rian me$ru$pakan pe$langgaran yang nyata te$rhadap norma hu$ku$m dan 

norma sosial yang dapat me$nimbu$lkan ke$te$gangan sosial, maka u$saha u$ntu$k 

me$nce$gah dan me$mbe$rantas tindak pidana pe$ncu$rian dapat dilaku$kan de$ngan 

me$laksanakan atu$ran hu$ku$m se$cara te$gas se$hingga dapat te$rcapai ke$pastian 

hu$ku$m. Hakim dalam hal ini me$mpu $nyai ke$ku$asaan yang be$bas dari campu$r 

tangan pihak manapu$n se$rta tidak me$mihak. Pu$tu$san pe$ngadilan pidana yang 

dilaku$kan ole$h hakim haru$slah ditu$ju $kan u$ntu$k me$ncapai tu$ju$an hu$ku$m yaitu$ 

ke$pastian, ke$adilan, dan ke$manfaatan hu$ku$m. Hakim dalam me$njatu$hkan 
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pu$tu$san pidana haru$s didasarkan pada pe$rtimbangan yang be$rsu$mbe$r pada 

fakta-fakta se$lama prose$s pe$rsidangan baik yu$ridis mau$pu$n non yu$ridis.  

Ambigu$itas pu$tu$san me$ru$pakan se$su$atu$ yang tidak dapat ditolak. Se$bagai 

wacana yang di dalamnya me$mu$at be$rbagai hal, pu$tu$san Hakim se$nantiasa 

me$ngu$ndang (me$nciptakan) pole$mik, baik bagi si pe$mu$tu$s yaitu$ Hakim, 

se$kaligu$s ju$ga bagi si pe$mbaca (para pihak). Pu$tu$san Hakim me$ru$pakan te$ks 

te$rbu$ka yang dapat ditafsirkan ole$h siapa saja, me$skipu$n ke$ku$atan me$ngikatnya 

be$rlaku$ hanya bagi para pihak yang be$rpe$rkara di pe$ngadilan. Ambigu$itas, 

paradoksal, dan karakte$r mu$lti tafsir dalam pu$tu$san hakim me$ru$pakan 

ke$niscayaan, se$su$atu$ yang akan te$ru $s dan se$lalu$ ada. De$ngan kata lain, tidak 

ada pu$tu$san hakim yang tidak ambigu$ dan tidak ada pu$tu$san yang tidak mu$lti 

tafsir kare$na kata-kata dalam pu$tu$san se$lalu$ me$miliki banyak arti (polise$mi) 

dan kalimat-kalimatnya se$nantiasa be$rmakna ganda. Se$lama ada ke$ambigu$an, 

maka tidak akan ada ke$samaan makna antara satu$ pu$tu$san de$ngan pu$tu$san 

lainnya, satu$ pe$rkara de$ngan pe$rkara lainnya, atau$ antara satu $ hakim de$ngan 

hakim lain, de$ngan kata lain su$bstansii pu$tu$san sangat dite$ntu$kan ole$h konte$ks 

dimana dan bagaimana pu$tu$san itu$ dike$lu$arkan.  

Disparitas pidana se$ring diartikan de$ngan istilah pe$rbe$daan pidana, te$tapi 

ini bu$kan me$njadi pe$rsoalan dalam hu$ku$m pidana kare$na pada hake$katnya 

hakim me$mu$tu$s pe$rkara pasti disparitas. Hal itu$ me$ru$pakan su$atu$ konse$ku$e$nsi 

atau$ akibat mu$tlak kare$na pe$rtama, ke$be$basan hakim dan ke$du$a, me$lihat se$cara 

kasu$istik yang ditanganinya. Artinya dalam kasu$s yang sama, orang yang 

me$laku$kan de$lik be$rbe$da alasan me$laku$kan de$lik be$rbe$da dan de$ngan kondisi 
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yang be$rbe$da-be$da pu$la. 43  Pe$rbe$daan pu$tu$san atau$ disparitas ini me$nu$ru$t 

Mu$ladi adalah pe$ne$rapan pidana (disparity of se$nte$ncing) dalam hal ini adalah 

pe$ne$rapan pidana yang tidak sama (same$ offe$nce$) atau$ te$rhadap tindak pidana 

yang sifat bahayanya dapat dipe$rbandingkan tanpa dasar pe$mbe$rian yang 

je$las.44 Disparitas pidana me$mpu$nyai dampak yang dalam kare$na di dalamnya 

te$rkandu$ng pe$rimbangan konstitu$sional antara ke$be$basan individu$ dan hak 

Ne$gara u$ntu$k me$midana. Disparitas pidana ini akan be$rakibat fatal bilamana 

dikaitkan de$ngan administrasi pe$mbinaan narapidana. Te$rpidana yang se$te$lah 

me$mbandingkan antara pidana yang dike$nakan ke$padanya de$ngan yang 

dike$nakan pada orang lain ke$mu$dian me$rasa me$njadi korban dari 

ke$tidakpastian atau$ ke$tidakte$ratu$ran pe$ngadilan akan me$njadi te$rpidana yang 

tidak me$nghargai hu$ku$m, padahal pe$nghargaan te$rhadap hu$ku$m te$rse$bu$t 

me$ru$pakan salah satu$ hasil yang ingin dicapai dalam tu$ju$an pe$midanaan.45  

U$ndang-u$ndang No. 48 Tahu$n 2009 Te$ntang ke$ku$asaan ke$hakiman pada 

Pasal 1 me$nyatakan yang mana ke$ku $asaan ke$hakiman me$ru$pakan ke$ku$asaan 

ne$gara yang me$rde$ka, ole$h kare$na itu$ hakim dibe$ri ke$be$basan se$cara 

be$rtanggu$ngjawab dalam me$njatu$hkan pu$tu$san. Pu$tu$san se$lanju $tnya me$nje$lma 

me$njadi pe$rwajahan pe$rtama dari pe$ngadilan, kare$na didalam pu$tu$san itu$lah 

te$rmu$at pe$rtimbangan-pe$rtimbangan hu$ku$m yang di bu$at ole$h hakim yang 

ke$mu$dian me$njadi gambaran re$pre$se$ntasi dari ke$wibawaan pe$ngadilan. 

 
43 Wahyu Nugroho, 2009, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian  

Dengan Pemberatan, Jurnal Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo, Semarang  
44 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 

hal. 52  
45 Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, hal. 10.  
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Se$makin be$rku$alitas su$atu$ pu$tu$san, de$ngan kata lain se$makin baik dan 

kompre$he$nsif pe$rtimbangan hu$ku$mnya, maka se$makin be$rwibawa pe$ngadilan 

te$rse$bu$t.46  

Hakim indone$sia te$rikat pada siste$m pe$ru$ndang-u$ndangan yang be$rlaku$, 

akan te$tapi hakim di Indone$sia tidak te$rikat pada yu$rispru $de$nsi se$bagai 

pre$ce$de$nt se$pe$rti halnya di Inggris dan Ame$rika. Hal ini be$rarti hakim 

me$mpu$nyai ke$be$basan u$ntu$k me$ninjau$ u$lang pu$tu$san-pu$tu$san yang te$lah 

dibu$atnya, apakah masih patu$t dipe$rtahankan se$hu$bu$ngan de$ngan adanya 

pe$ru$bahan-pe$ru$bahan nilai di dalam masyarakat be$rhu$bu$ngan de$ngan adanya 

pe$rtu$mbu$han pe$rasaan ke$adilan masyarakat. Se$dangkan hakim wajib 

me$ngadili, me$ngiku$ti dan me$mahami nilainilai hu$ku$m yang tu$mbu$h dan 

be$rke$mbang se$su$ai rasa ke$adilan me$re$ka. 47  Hakim di Indone$sia tidak saja 

me$ne$rapkan hu$ku$m se$bagai corong u$ndang-u$ndang te$tapi ju $ga me$laku$kan 

pe$ne$mu$an dan pe$mbe$ntu$kan hu$ku$m.  

Se$orang hakim dalam me$ne$mu$kan hu$ku$mnya dipe$rbole$hkan u$ntu$k 

be$rce$rmin pada yu$rispru$de$nsil dan pe$ndapat para ahli hu $ku$m te$rke$nal 

(doktrin). Hakim dalam me$mbe$rikan pu$tu$san ju$ga dapat me$lihat pada nilainilai 

hu$ku$m yang hidu$p dalam masyarakat, hal ini dije$laskan dalam U$ndangu$ndang 

ke$ku$asaan ke$hakiman yaitu$: “Hakim wajib me$nggali,me$ngiku$ti, dan 

me$mahami nilai-nilai hu$ku$m yang hidu$p dalam masyarakat”. Hakim se$bagai 

bagian dari salah satu$ pe$mimpin ke$du$niawian didalam pe$rtanggu$ngjawaban 

 
46 M. Natsir Asnawi, 2014, Hermeneutika Putusan Hakim, UII Press, Yogyakarta, hal. 4  
47 Syarif Marpiase, 2015, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Prenadamedia group, 

Jakarta, hal. 101.  
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pidana anak, pe$midanaan te$rhadap anak, dan me$mu$tu$s pe$rkara anak, disamping 

be$rdasarkan ke$te$ntu$an yu$ridis, haru $s me$mahami prose$s pe$rilaku$ ke$lu$arga, 

prose$s sosial anak se$cara u$mu$m, aspe$k kriminologi, aspe$k phsikis anak, agar 

hakikat ke$adilan dapat diwu$ju$dkan. Pe$mahaman aspe$k kriminologis dalam 

hu$bu$ngannya de$ngan tindak pidana sangat re$le$van ju$ga me$njadi pe$nting bagi 

se$orang hakim ke$tika me$nangani pe$rkara anak, se$hingga pu $tu$sannya akan 

me$njadi adil dan te$pat. Kare$na ke$nakalan yang dilaku$kan anak adalah su$atu$ ke$-

khasan dan sangat be$rbe$da de$ngan tindak pidana yang dilaku $kan ole$h orang 

de$wasa.  

Hakim me$miliki ke$be$basan yang lu$as dalam me$njatu$hkan be$rat dan 

ringannya pidana dalam me$mu$tu$s su$atu$ pe$rkara tindak pidana. De$ngan 

ke$be$basan yang dimiliki hakim dalam me$ne$ntu$kan be$rat ringannya pidana 

yang dijatu $hkannya, hakim dapat me$lihat u$nsu$r-u$nsu$r yang te$rdapat dalam 

tindak pidana yang dilaku$kan ole$h pe$laku$ se$bagai su$atu$ pe$rtimbangan dalam 

me$njatu$hkan pidana. Ada be$be$rapa je$nis pidana yang te$rdapat dalam Pasal 10 

KU$HP yang dapat dijatu$hkan ole$h hakim, salah satu$nya adalah pidana pe$njara. 

Dalam Pasal 12 KU$HP me$nyatakan se$bagai be$riku$t:  

1. Pidana pe$njara ialah se$u$mu$r hidu$p atau$ se$lama waktu$ te$rte$ntu$;   

2. Pidana pe$njara se$lama waktu$ te$rte$ntu$ paling pe$nde$k satu$ hari dan paling 

lama lima be$las tahu$n be$rtu$ru$ttu$ru $t;   

3. Pidana pe$njara se$lama waktu$ te$rte$ntu$ bole$h dijatu$hkan u$ntu$k du$a pu$lu$h 

tahu$n be$rtu$ru$t-tu$ru$t dalam hal ke$jahatan yang pidananya hakim bole$h 

me$milih antara pidana mati, pidana se$u$mu$r hidu$p, dan pidana pe$njara 

se$lama waktu$ te$rte$ntu$, atau$ antara pidana pe$njara se$u$mu$r hidu$p dan pidana 
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pe$njara se$lama waktu$ te$rte$ntu$; be$gitu$ ju$ga dalam hal batas lima be$las tahu$n 

dilampau$i se$bab tambahan pidana kare$na pe$rbare$ngan, pe$ngu$langan atau$ 

kare$na dite$ntu$kan Pasal 52;  

4. Pidana pe$njara se$lama waktu$ te$rte$ntu$ se$kali-kali tidak bole$h me$le$bihi du$a 

pu$lu$h tahu$n.  

Apabila dilihat le$bih lanju$t dalam Pasal 12 ayat (1) KU$HP dike$nal pidana 

pe$njara de$ngan siste$m minimu$m u$mu$m (paling pe$nde$k satu$ hari) dan 

maksimu$m u$mu$m (paling lama lima be$las tahu$n be$rtu$ru$t-tu$ru$t). Se$dangkan 

ke$te$ntu$an pada ayat (3) jo. ayat (4), Pasal 12 KU$HP me$nge$nal pidana pe$njara 

de$ngan siste$m maksimu$m khu$su$s (bole$h dijatu$hkan u$ntu$k du$a pu$lu$h tahu$n  

be$rtu$ru$t-tu $ru$t).  

Lazimnya, dalam praktik pe$radilan pada pu$tu$san hakim se$be$lu$m 

“pe$rtimbangan-pe$rtimbangan yu$ridis” hakim akan me$narik ke$simpu$lan yang 

di dapat dari fakta-fakta di pe$rsidangan me$lalu$i ke$te$rangan para saksi, 

ke$te$rangan te$rdakwa, dan barang bu$kti yang diaju$kan dan dipe$riksa 

dipe$rsidangan.48  

Se$be$lu $m me$njatu$hkan pu$tu$san, hakim haru$s be$rtanya pada diri se$ndiri, 

ju$ju$rkah ia dalam me$ngambil pu$tu$san ini, atau$ su$dah te$patkan pu$tu$san yang 

diambilnya itu$, akan dapat me$nye$le$saikan su$atu$ se$ngke$ta, atau$ adilkah pu$tu$san 

ini atau$ se$be$rapa jau$h manfaat dari pu$tu$san yang dijatu$hkan ole$h se$orang 

hakim bagi para pihak dalam pe$rkara atau$ bagi masyarakat pada u$mu$mnya.  

 
48 Nimerodi Gulo. 2018. Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Masalah-Masalah Hukum, Jilid 

47 No.3.Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang Hal 221  
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U$ntu$k me$njatu$hkan pu$tu$san, hakim pe$rlu$ me$mpe$rtimbangkan be$rat 

ringannya su$atu$ pu$tu$san. De$ngan adanya dasar pe$rtimbangan hakim, hakim 

dapat se$cara adil dalam me$mu$tu$s su $atu$ pe$rkara se$hingga tidak me$nimbu$lkan 

ke$se$njangan atau$ ke$tidakse$imbangan hu$ku$m te$rhadap para te$rdakwa atau$ 

te$rpidana yang me$laku$kan tindak ke$jahatan yang sama atau$ me$laku$kan tindak 

ke$jahatan yang tingkat ke$jahatannya hampir sama.  

Pada prinsipnya pe$rbe$daan pu$tu $san adalah hal yang biasa kare$na hakim 

me$miliki ke$be$basan dalam me$mu$tu $s su$atu$ pe$rkara, te$tapi ke$be$basan hakim 

tidak be$rsifat mu$tlak, se$hingga tidak bole$h te$rle$pas dari u$nsu$r tanggu$ng jawab 

dan tanpa batas yang ce$nde$ru$ng me$nju$ru$s ke$pada ke$se$we$nang-we$nangan. 

Akan te$tapi ke$tika pe$rbe$daan pu$tu$san te$rse$bu$t disandingkan akan 

me$nimbu$lkan ke$tidakse$taraan kare$na dipu$tu$s ole$h hakim yang be$rbe$da, maka 

itu$lah te$rjadi disparitas dalam pu$tu$san hakim.  

Disparitas pe$radilan pidana dalam kasu$s tindak pidana pe$ncu$rian de$ngan 

ke$ke$rasan maka pe$nu$lis akan me$maparkan be$be$rapa hal te$rkait pu$tu$san 

se$bagaimana yang te$lah dije$laskan pada pe$mbahasan se$be$lu $mnya. Pu$tu$san 

te$rse$bu$t yakni pu$tu$san Nomor 181/Pid. B/2022/PN Dmk dan Pu$tu$san Nomor 

240/Pid. B/2023/PN Dmk.  

1. putusan Nomor 181/Pid. B/2022/PN Dmk   

Te$rdakwa dalam pe$rkara ini didakwa Pasal 365 ayat (1) KU$HPidana. 

Ke$mu$dian Maje$lis Hakim dalam pe$rkara ini me$njatu $hkan pu$tu$san, 

Te$rdakwa te$rbu$kti se$cara sah dan me$yakinkan be$rsalah me$laku$kan tindak 
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pidana “pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan”, se$bagaimana diatu $r dalam Pasal 

365 ayat (1) KU$HP de$ngan pidana pe$njara se$lama 2 tahu$n 6bu$lan  

dan Te$rdakawa 2 dijatu$hi sanksi se$lama 1 tahu$n 9 bu$lan.   

Pe$rtimbangannya se$bagai be$riku $t:  

Me$nimbang, bahwa dalam dakwaan Prime$r Te$rdakwa didakwa 

me$laku $kan tindak se$bagaimana diatu$r dan diancam Pasal 365 ayat (1) 

KU$HP  yang u$nsu$r u$nsu$rnya adalah :  

1. U$nsu$r : “ Barang siapa “ ;  

2. U$nsu$r  :    “  me$ngambil barang se$su$atu$ yang se$lu$ru$hnya atau$ se$bagian 

ke$pu$nyaan orang lain de$ngan maksu$d u$ntu$k di miliki se$cara me$lawan 

hu $ku$m “ ;  

3. U$nsu$r  :  “ yang didahu$lu$i, dise$rtai atrau$ diiku$ti de$ngan 

ke$ke$rasan atau$ ancaman ke$ke$rasan te$rhadap orang de$ngan maksu$d 

u$ntu$k me$mpe$rsiapkan atau$ me$mpe$rmu$dah pe$ncu$rian, atau$ dalam hal 

te$rtangkap tanga, u$ntu$k me$mu$ngkinkan me$larikan diri atau$ pe$se$rta 

lainnya, atau$ te$tap me$ngu$asai barang yang dicu$ri, 

Me$nimbang, bahwa be$rdasarkan pada u$raian hal yang te$lah 

dipe$rtimbangkan diatas , maka de$ngan de$mikian u$nsu$r ke$e$mpat ini 

te$lah te$rpe$nu$hi, te$rbu$kti se$cara sah ;  

Me$nimbang, bahwa ole$h kare$na se$mu$a u$nsu$r dari Pasal 365 ayat (1) 

KU$HP yang dijadikan dasar dalam dakwaan tu$nggal ini te$lah te$rpe$nu$hi 

se$mu$a,   maka   de$ngan   de$mikian   te$rhadap   te$rdakwa   te$rdakwa te$rse$bu$t 

dinyatakan te$rbu$kti se$cara sah dan me$yakinkan be$rsalah me$laku$kan tindak 

pidana  se$bagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Prime$r ;  

Me$nimbang, bahwa de$ngan me$mpe$rhatikan fakta dipe$rsidangan dan 

ke$adaan te$rdakwa dimana tidak dite$mu$kan adanya alasan pe$maaf mau$pu$n 



68  

  

alasan pe$mbe$nar yang dapat me$nghapu$skan sifat me$lawan hu$ku$m atas 

pe$rbu$atan te$rdakwa te$rse$bu$t, maka te$rdakwa te$rdakwa te$rse$bu$t haru$s 

me$mpe$rtanggu$ng  jawabkan  pe$rbu$atannya,  dan  haru$s  dijatu$hi  pidana  

yang se$su$ai de$ngan rasa ke$adilan ;  

Me$nimbang, bahwa se$be$lu $m Maje$lis Hakim me$njatu$hkan pu$tu$san 

atas diri te$rdakwa te$rdakwa te$rse$bu$t, be$rdasarkan pasal 197 ayat 1 f 

te$rle$bih  dahu$lu$  akan  dipe$rtimbangkan  me$nge$nai  hal-hal 

 yang me$mbe$ratkan dan hal-hal yang me$ringankan para te$rdakwa:  

Hal-Hal Yang Me$mbe$ratkan :  

- Pe$rbu$atan Te$rdakwa me$ngakibatkan trau$ma bagi korban 

- Pe$rbu$atan Te$rdakwa me$re$sahkan masyarakat  

-  - Te$rdakwa te$lah me$nikmati hasil ke$jahatannya ;   

Hal-Hal Yang Me$ringankan :  

- Te$rdakwa me$nye$sali pe$rbu$atannya dan be$rjanji tidak akan me$ngu$langi 

lagi ;  

- Te$rdakwa me$mpu$nyai tanggu $ngan ke$lu$arga ;  

Me$nu$ru$t pe$nu$lis tu$ntu$tan Jaksa Pe$nu$ntu$t U$mu $m dan Pu$tu$san  

Hakim dalam pe$rkara ini te$rkait lamanya pidana pe$njara te$rhadap  

Te$rdakwa jau$h le$bih ringan dari ancaman Pasal 365 (1) KU$HP. Pasal 365 

ayat (1) KU$HP me$nyatakan pada pokoknya lamanya hu $ku$man pidana 

pe$njara paling lama 9 (se$mbilan) tahu$n. ke$mu$dian pu$tu$san Maje$lis Hakim 

yakni Te$rdakwa dipidana pe$njara se$lama 2 Tahu$n 6 Bu$lan.  

Hal ini dikare$nakan hakim me$mpu$nyai ke$be$basan yang sangat lu$as 

u$ntu$k me$milih be$rat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatu$hkan 
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ke$pada Te$rdakwa, se$bab yang dite$ntu$kan ole$h KU$HP hanyalah maksimu$m 

dan minimu$mnya, se$hingga hakim be$bas be$rge$rak u$ntu $k me$ne$ntu$kan 

lamanya pidana pe$njara Te$rdakwa.  

Be$rdasarkan Pasal 12 ayat (2) KU$HP yang pada pokoknya 

me$nyatakan lamanya hu$ku$man pe$njara adalah se$ku$rang-ku$rangnya 

(minimu$m) 1 (satu$) hari dan se$lama-lamanya (maksimu$m) 15 (lima be$las) 

tahu$n, se$dangkan dalam pu$tu$san ini batasannya adalah se$ku $rangku$rangnya 

(minimu$m) 1 (satu$) hari dan se$lama-lamanya (maksimu$m) 12 (du$a be$las) 

tahu$n. Maka re$ntan waktu$ Pu$tu$san yang di te$ntu$kan hakim dapat be$rbe$da-

be$da se$su$ai de$ngan ke$be$basan hakim dalam me$ne$ntu$kan lamanya pidana 

pe$njara yang dite$rima ole$h Te$rdakwa. Se$hingga hal te$rse$bu$t yakni re$ntan 

waktu$ antara minimu$m dan maksimu$m lamanya pidana pe$njara yang 

te$rlalu $ jau$h me$ru$pakan faktor hu$ku$m yang me$nye$babkan dan me$mbu$ka 

pe$lu$ang te$rjadinya disparitas pidana atau$ pe$midanaan yang tidak sama 

te$rhadap tindak pidana yang sama  

2. Putusan Nomor 240/Pid. B/2023/PN Dmk 

Te$rdakwa dalam pe$rkara ini didakwa Pasal 365 ayat (1) KU$HPidana. 

Ke$mu$dian Maje$lis Hakim dalam pe$rkara ini me$njatu $hkan pu$tu$san, 

Te$rdakwa te$rbu$kti se$cara sah dan me$yakinkan be$rsalah me$laku$kan tindak 

pidana “pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan”, se$bagaimana diatu $r dalam Pasal 

365 ayat (1) KU$HP de$ngan pidana pe$njara dijatu$hi sanksi se$lama 1 tahu$n 

9 bu$lan.   

Pe$rtimbangannya se$bagai be$riku $t:  
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Me$nimbang, bahwa dalam dakwaan Prime$r Te$rdakwa didakwa 

me$laku $kan tindak se$bagaimana diatu$r dan diancam Pasal 365 ayat (1) 

KU$HP  yang u$nsu$r u$nsu$rnya adalah :  

4. U$nsu$r : “ Barang siapa “ ;  

5. U$nsu$r  :    “  me$ngambil barang se$su$atu$ yang se$lu$ru$hnya atau$ se$bagian 

ke$pu$nyaan orang lain de$ngan maksu$d u$ntu$k di miliki se$cara me$lawan 

hu $ku$m “ ;  

6. U$nsu$r  :  “ yang didahu$lu$i, dise$rtai atrau$ diiku$ti de$ngan 

ke$ke$rasan atau$ ancaman ke$ke$rasan te$rhadap orang de$ngan maksu$d 

u$ntu$k me$mpe$rsiapkan atau$ me$mpe$rmu$dah pe$ncu$rian, atau$ dalam hal 

te$rtangkap tanga, u$ntu$k me$mu$ngkinkan me$larikan diri atau$ pe$se$rta 

lainnya, atau$ te$tap me$ngu$asai barang yang dicu$ri, 

Me$nimbang, bahwa be$rdasarkan pada u$raian hal yang te$lah 

dipe$rtimbangkan diatas , maka de$ngan de$mikian u$nsu$r ke$e$mpat ini 

te$lah te$rpe$nu$hi, te$rbu$kti se$cara sah ;  

Me$nimbang, bahwa ole$h kare$na se$mu$a u$nsu$r dari Pasal 365 ayat (1) 

KU$HP yang dijadikan dasar dalam dakwaan tu$nggal ini te$lah te$rpe$nu$hi 

se$mu$a,   maka   de$ngan   de$mikian   te$rhadap   te$rdakwa   te$rdakwa te$rse$bu$t 

dinyatakan te$rbu$kti se$cara sah dan me$yakinkan be$rsalah me$laku$kan tindak 

pidana  se$bagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Prime$r ;  

Me$nimbang, bahwa de$ngan me$mpe$rhatikan fakta dipe$rsidangan dan 

ke$adaan te$rdakwa dimana tidak dite$mu$kan adanya alasan pe$maaf mau$pu$n 

alasan pe$mbe$nar yang dapat me$nghapu$skan sifat me$lawan hu$ku$m atas 

pe$rbu$atan te$rdakwa te$rse$bu$t, maka te$rdakwa te$rdakwa te$rse$bu$t haru$s 

me$mpe$rtanggu$ng  jawabkan  pe$rbu$atannya,  dan  haru$s  dijatu$hi  pidana  

yang se$su$ai de$ngan rasa ke$adilan ;  
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Me$nimbang,    bahwa   u$ntu$k    me$njatu$hkan    pidana    te$rhadap   

Para Te$rdakwa, maka  pe$rlu$  dipe$rtimbangkan te$rle$bih dahu$lu$  ke$adaan 

yang me$mbe$ratkan dan  yang me$ringankan Para Te$rdakwa; 

 Ke$adaan yang   me$mbe$ratkan:  

- Bahwa  pe$rbu$atan Te$rdakwa me$ru$gikan orang  lain;   

Ke$adaan yang me$ringankan:  

- Te$rdakwa be$lu$m pe$rnah dihu$ku$m;  

- Te$rdakwa me$ngaku$i pe$rbu$atannya;  

Me$nu$ru$t pe$nu$lis Pu$tu$san Maje$lis Hakim dalam pe$rkara ini te$rkait 

lamanya pidana pe$njara te$rhadap Te$rdakwa pidana pe$njara se$lama 1 tahu$n 

9 bu$lan, jau$h le$bih ringan dari ancaman Pasal 365 (1) KU$HP. Pasal 365 

ayat (1) KU$HP me$nyatakan pada pokoknya lamanya hu $ku$man pidana 

pe$njara paling lama 9 (se$mbilan) tahu$n. Hal ini te$rjadi kare$na KU$HP atau$ 

atu$ran-atu$ran hu$ku$m pidana Indone$sia hanya me$ne$ntu$kan pidana 

maksimu$m dan pidanan minimu$mnya, se$hingga hakim be$bas u$ntu$k 

me$milih be$rat ringannya pidana dalam me$njatu$hkan hu $ku$man ke$pada 

Te$rdakwa.  

Pada Pasal 12 ayat (2) KU$HP dije$laskan bahwa lamanya hu$ku$man 

pe$njara adalah se$ku$rang-ku$rangnya (minimu$m) 1 (satu$) hari dan se$lama- 

lamanya (maksimal) 15 (lima be$las) tahu$n, se$dangkan dalam pu$tu$san ini 

batasannya adalah se$ku$rang-ku $rangnya (minimu$m) 1 (satu$) hari dan 

se$lama-lamanya (maksimal) 12 (du$a be$las) tahu$n. De$ngan de$mikian re$ntan 

waktu$ Pu$tu$san yang di te$ntu$kan hakim dapat be$rbe$da-be$da se$su$ai de$ngan 

ke$be$basan hakim dalam me$ne$ntu$kan lamanya pidana pe$njara yang 

dite$rima ole$h Te$rdakwa. Se$hingga hal ini se$ring me$nimbu$lkan pe$midanaan 

yang tidak sama te$rhadap tindak pidana yang sama yang biasa di se$bu$t 

de$ngan Disparitas pidana.  
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Be$rdasarkan hasil pe$maparan pe$nu$lis di atas dan me$lihat dari ke$du$a 

pu$tu$san te$rse$bu$t, me$nu$ru$t pe$nu$lis faktor hu$ku$m yang me$nye$babkan te$rjadinya 

disparitas yaitu$ kare$na di dalam KU$HP atau$ atu$ran-atu$ran hu$ku$m pidana 

Indone$sia hanya me$ne$ntu$kan pidana maksimu$m atau$ pidana minimu$mnya saja, 

se$hingga hakim be$bas be$rge$rak u$ntu$k me$ne$ntu$kan be$rat ringannya (strafmaat) 

pidana atau $ lamanya pidana pe$njara Te$rdakwa.  

Tidak adanya pe$doman pe$mbe$rian pidana yang u$mu$m me$ye$babkan hakim 

me$mpu$nyai ke$be$basan u$ntu$k me$ne$ntu$kan je$nis pidana, cara pe$laksanaan 

pidana, tinggi atau$ re$ndahnya pidana bahkan pe$rbe$daan pu$tu$san pada kasu$s 

yang sama, se$pe$rti pu$tu$san diatas pu$n se$ring te$rjadi. Adanya pe$rbe$daan pu$tu$san 

ini me$narik u$ntu$k dite$liti me$ngingat Pasal yang dike$nakan ole$h Jaksa Pe$nu$ntu$t 

U$mu$m (JPU$) u$ntu$k me$nu$ntu$t te$rdakwa adalah sama yaitu$ Pasal 365 KU$HP.  

Dasar Pe$rtimbangan Hakim Dalam Me$njatu$hkan Pu$tu$san Pidana Dalam 

Tindak Pidana Pe$ncu$rian De$ngan Ke$ke$rasan Di Pe$ngadilan Ne$ge$ri De$mak 

antara lain:49  

1. Pe$rtimbangan yu$ridis  

a. Fakta dan bu$kti-bu$kti dipe$rsidangan   

 Be$rdasarkan pada fakta dan bu$kti-bu$kti di pe$rsidangan, 

pe$rbu$atan Te$rdakwa te$lah me$me$nu$hi u$nsu$r-u$nsu$r dari ru$mu$san Pasal 

365 ayat (1) KU$HP.   

b. Ke$be$basan hakim u$ntu$k me$milih ancaman pidana yang akan di  

 
49 Hasil wawancara dengan Dr. Dewi Florence S.H.,M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri 

Demak, pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 10.15 wib  
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jatu $hkan.  

Dari aspe$k yu$ridis bahwa KU$HP se$cara u$mu$m me$ngandu$ng 

siste$m pe$ru$mu$san inde$finite$, artinya tidak dite$ntu$kan se$cara pasti. 

Se$hingga se$cara yu$ridis KU$HP me$mbe$rikan ke$be$basan ke$pada hakim 

u$ntu$k me$milih re$ntang waktu $ pidana yang akan di jatu$hkan ke$pda para 

te$rdakwa yaitu$ antara minimal satu$ hari sampai de$ngan maksimal se$su$ai 

de$ngan pasal yang didakwakan   

2. Pe$rtimbangan non-yu$ridis, me$lipu$ti:  

a. Hal-hal yang me$ringankan mau$pu$n yang me$mbe$ratkan te$rdakwa pe$laku$ 

tindak pidana pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan te$rse$bu$t di atas se$lalu$ 

me$njadi bahan pe$rtimbangan bagi hakim dalam me$milih be$rat 

ringannya pidana yang akan dijatu$hkan ke$pada te$rdakwa    

b. Latar be$lakang pe$rbu$atan te$rdakwa   

Se$tiap tindak pidana yang dilaku$kan te$rdakwa me$mpu$nyai latar 

be$lakang yang be$rbe$da, baik dise$babkan kare$na adanya rasa de$ndam 

te$rdakwa te$rhadap korban, ke$inginan te$rdakwa u$ntu$k me$ngu$asai barang 

yang dicu$ri, ke$bu$tu$han yang tidak se$imbang de$ngan pe$ndapatan, 

atau $pu$n latar be$lakang lainnya yang me$micu$ te$rdakwa me$laku$kan 

ke$jahatan.    

c. Akibat pe$rbu$atan te$rdakwa  

Hal lain yang tidak kalah pe$nting yaitu$, me$nge$nai akibat te$rjadinya 

tindak pidana pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan te$rse$bu$t, misalnya ke$ru$gian 
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yang dide$rita korban, baik se$cara mate$riil mau$pu$n immate$riil (sakit 

ringan, sakit parah, trau$ma, dan shock).     

d. Kondisi diri dan sosial e$konomi te$rdakwa  

Ke$adaan sosial e$konomi te$rdakwa, misalnya tingkat pe$ndapatan 

dan biaya hidu$pnya. Ke$te$ntu $an te$rse$bu$t be$lu$m me$ngikat pe$ngadilan 

se$bab masih dalam konse$p, namu$n me$ski de$mikian  hal te$rse$bu$t diatas 

dapat dijadikan pe$rtimbangan hakim dalam me$njatu $hkan pu$tu$san 

se$panjang hal te$rse$bu$t me$ru$pakan fakta dan te$ru$ngkap dipe$rsidangan.50 

Be$rdasarkan hal-hal te$rse$bu $t di atas, dapat te$rlihat adanya  

pe$rbe$daanpe$rbe$daan pu$tu$san dalam pe$rtimbangannya yang me$nimbu$lkan 

adanya disparitas pe$radilan pidana. 

  

 
50 Hasil wawancara dengan Dr. Dewi Florence S.H.,M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri 

Demak, pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 10.15 wib 
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BAB IV  

PENUTUP  

  

A. Kesimpulan  

Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian dan pe$mbahasan, maka dapat ditarik 

ke$simpu$lan se$bagai be$riku$t:  

1. Disparitas Pidana Dalam Pu$tu$san Pe$rkara Tindak Pidana Pe$ncu$rian 

De$ngan Ke$ke$rasan Di Pe$ngadilan Ne$ge$ri De$mak dari ke$du$a pu$tu$san, maka 

tidak dapat dipu$ngkiri bahwa masalah pe$ne$tapan sanksi pidana dan 

tindakan  pada tahap ke$bijakan le$gislasi, pe$ru$mu$san ke$te$ntu$an sanksinya 

banyak dipe$ngaru$hi ole$h konse$p atau$ rancangan u$ndang-u$ndang yang 

diaju$kan ke$ le$mbaga le$gislatif te$rse$bu$t. Pe$ngaru$h yang paling me$nonjol 

adalah ke$be$ragaman je$nis dan be$ntu$k sanksinya.  

2. Dasar Pe$rtimbangan Hakim Dalam Me$njatu$hkan Pu$tu$san Pidana Dalam 

Tindak Pidana Pe$ncu$rian De$ngan Ke$ke$rasan Di Pe$ngadilan Ne$ge$ri De$mak 

maka hakim Pe$ngadilan Ne$ge$ri De$mak me$ne$rapkan pidana su$dah se$su$ai 

de$ngan atu$ran hu$ku$m, dan pe$rtimbangan hakim te$rse$bu$t me$miliki dasar 

pe$mbe$naran yang je$las. Kare$na itu$ tidak se$lalu$ dan tidak se$mu$a disparitas 

pidana dianggap salah dan me$nyimpang de$ngan aspe$k yu$ridis, sosiologis 

dan filosofis. Yang pe$nting ke$tika hakim me$ne$rapkan pidana haru$s 

me$nggu$nakan pe$doman yang je$las, obje$ktif, dan transparan.   

Tindak pidana pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan be$rdasarkan be$rkas 

pu$tu$san Nomor 182/Pid. B/2022/PN Dmk dan Pu$tu$san Nomor 240/Pid. 

B/2023/PN Dmk. me$lihat dari be$be$rapa faktor, diantaranya Ke$salahan 
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pe$mbu $at pidana; Motif dan tu$ju$an tindak pidana; Cara me$laku$kan tindak 

pidana; Sikap batin pe$mbu$at tindak pidana; Riwayat hidu $p dan ke$adaan 

sosial pe$mbu$at tindak pidana; Sikap dan tindakkan pe$mbu$at se$te$lah 

me$laku $kan tindak pidana; Pe$ngaru$h pidana te$rhadap masa de$pan pe$mbu$at 

tindak pidana; Pandangan masyarakat te$rhadap tindak pidana yang 

dilaku $kan; Pe$rtanggu$ngjawaban pe$laku$ tindak pidana te$rhadap korban 

atau$ke$lu$arga korban; Apakah tindak pidana itu$ dilaku$kan de$ngan 

be$re$ncana atau$ tidak.  

Solu$si hakim dalam Tindak pidana pe$ncu$rian de$ngan ke$ke$rasan 

be$rdasarkan be$rkas pu$tu$san Nomor 182/Pid. B/2022/PN Dmk dan Pu$tu$san 

Nomor 240/Pid. B/2023/PN Dmk  adalah pe$rlu$ adanya pe$doman 

pe$midanaan maka hakim dalam hal pe$ne$rapan pe$ratu$ran se$bagai ke$bijakan 

aplikatif dapat me$njatu$hkan pidana le$bih adil, manu$siawi dan me$mpu$nyai 

rambu $rambu$ yang be$rsifat yu$ridis, moral ju$stice$  dan sosial ju$stice$. Akan 

te$tapi,  

di Indone$sia tidak ada pe$doman pe$midanaan yang dapat se$bagai barome$te$r 

bagi hakim.  

  

B. Saran  

1. De$ngan adanya pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan yang me$ngatu$r me$nge$nai 

minimu$m khu$su$s dalam pe$midanaan su$atu$ pe$rkara, hakim me$miliki su$atu$ 

patokan yang te$pat dalam me$njatu$hkan be$rat ringannya pidana. Se$hingga 

disparitas pe$midanaan dapat diminimalisir.  
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2. Dalam me$mbu$at ke$pu$tu$san, hakim haru$s be$rdasarkan pe$rtimbangan, 

pe$mbu$ktian dan fakta yang ada dalam pe$rsidangan. Hakim haru$s 

me$njalankan ke$we$nangannya be$rdasarkan yang te$lah diatu$r dalam  

U$ndang-U$ndang No. 48 Tahu$n 2009 te$ntang Ke$ku$asaan Ke$hakiman. 

Apabila hakim me$njalankan ke$we$nangannya se$bagaimana yang diatu$r 

dalam u $ndang-u$ndang te$rse$bu$t maka tu$ju$an hu$ku$m di ne$gara kita dapat 

te$rcapai. Pe$rtimbangan hakim se$su$ai pu$tu$san yang dipakai, te$rhadap 

pu$tu$san agar tidak te$rjadi disparitas atau$ contohnya be$rsosialisasi.  
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